


SALINAN

Menimbang

Mengingat

BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan

asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka
pendanaan serta rencana program dan kegiatan
prioritas daerah, perlu dilakukan penyesuaian

terhadap Peraturan Bupati Lamongan Nomor 23

Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah

Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan

Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan

Bupati Nomor 23 Tahun 2024 tentang Rencana

Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan

Tahun 2025;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di

Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 4L),

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas

Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II

Surabaya dengan mengubah Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan

Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan

Daerah Istimewa Joryakarta (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor L9,

PERATURAN BUPATI LAMONGAN

NOMOR 23 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2024

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2025

BUPATI LAMONGAN,
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LAMPIRAN   

PERATURAN BUPATI LAMONGAN 
NOMOR 23  TAHUN 2025 

TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI 
LAMONGAN NOMOR 23  TAHUN 2024 

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH 
DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 

2025 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

(RKPD)  berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan 

dokumen perencanaan tahunan penjabaran dari dokumen Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan berpedoman 

pada Rencana Kerja Pembangunan (RKP) dan program strategis 

nasional yang ditetapkan Pemerintah Pusat. RKPD memuat 

rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, 

rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun baik 

yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh 

dengan mendorong partisipasi masyarakat serta dirumuskan secara 

sistematis, transparan, responsive, efisien, efektif, akuntabel, terukur, 

terarah, terpadu, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan yang 

penyusunannya dilaksanakan untuk mewujudkan sinergitas antara 

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan 

pembangunan, serta mewujudkan efisiensi dan alokasi sumberdaya 

dalam pembangunan daerah.  

 Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 merupakan 

tahapan tahun keempat pelaksanaan RPJMD Kabupaten Lamongan 

Tahun 2021-2026. Adapun perubahan RKPD tersebut disusun karena 

adanya perubahan prioritas pembangunan. Berdasarkan Kebijakan 

Nasiona di Tahun 2025 terkait efisiensi Belanaj baik yang dianggarkan 

di APBN maupun yang sudah ditetapkan dalam APBD. Selanjutnya 
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perubahan ini dilakukan setelah mengkaji hasil evaluasi tribulan 1 

tahun berjalan, maka perencanaan yang sudah ditetapkan akan 

dirubah dan disesuaikan.  

Untuk menjamin konsistensi antara perencanaan 

pembangunan dengan penganggaran, maka harus dilakukan 

penyesuaian perubahan kerangka keuangan daerah dan rencana 

program atau kegiatan yang sudah ditetapkan sebelumnya.  

Dengan demikian RKPD mempunyai kedudukan, peran dan 

fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan 

daerah, mengingat: 

1. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan 

keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indicator kinerja, 

pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan,  prakiraan 

maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib 

dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun. 

2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum 

Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran 

Sementara Perubahan (PPAS-P) yang akan diusulkan oleh Kepala 

Daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai 

landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (R-APBD) 

3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja 

pemerintahan dibidang pelayanan dan pemberdayaan 

masyarakat serta Pemerintah Daerah yang menjadi tanggung 

jawab masing-masing Kepala Perangkat Daerah dalam 

menjalankan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam 

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). 

4. Secara faktual, menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja 

penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam merealisasikan 

program dan kegiatan kaitannya dalam mewujudkan 

kesejahteraan mayarakat. 

Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Lamongan Tahun 

2025 berpedoman pada  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 

Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 
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Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evalulasi Rancangan 

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta 

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka  Panjang 

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada pasal 343 ayat (1) yang 

menyebutkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah 

dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya 

dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan 

perkembangan keadaan, meliputi : 

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas 

pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan 

daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; 

dan/atau 

b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran 

sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.  

Lebih lanjut dalam pasal tersebut pada ayat (4) disebutkan 

bahwa Perubahan SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat 

dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan 

nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari 

Perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan. 

Selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 349 Permendagri Nomor 

86 Tahun 2017, tahapan penyusunan rancangan perubahan RKPD 

yaitu pendahuluan, evaluasi triwulan II (triwulan II) tahun berkenaan, 

kerangka ekonomi dan keuangan daerah, sasaran dan prioritas 

pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan daerah serta 

penutup. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJMD menjadi 

pedoman dalam penyusunan RKPD dimana RKPD merupakan 

penjabaran secara operasional muatan RPJMD berupa prioritas 

perencanaan tahunan daerah yang memuat rancangan kerangka 

ekonomi Daerah, Perubahan RKPD tahun 2025 ditetapkan dengan 

Peraturan kepala Daerah dan menjadi landasan penyusunan 
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Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Priotitas Plafon 

Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) Tahun 2025 yang akan 

disepakati Bersama antara Bupati dengan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (DPRD) Kabupaten Lamongan. Lebih lanjut dokunen KUPA-

PPASP Tahun 2025 yang telah disepakati tersebut akan dituangkan 

ke dalam bentuk Nota Kesepakatan dan menjadi dasar di dalam 

Penyusunan Rancangan Perbahan Anggaran Pendepatan dan Belanja 

Daerah (P-APBD) tahun Anggaran 2025.  

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah Pasal 146 bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan bidang 

pendidikan, Pemerintah Kabupaten Lamongan mengalokasikan 28,83 

% sebesar Rp. 945.958.690.522,- Selanjutnya dalam rangka 

peningkatan pelayanan bidang kesehatan, Pemerintah Kabupaten 

Lamongan mengalokasikan 21,45% sebesar Rp. 703.811.181.089,-. 

Untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, Pemerintah 

Kabupaten Lamongan mengalokasikan berbagai program dan 

kegiatan sebagai pengungkit kegiatan wirausaha dan peningkatan 

aktivitas ekonomi. Bantuan sosial diberikan untuk mendorong 

percepatan ekonomi baik untuk perorangan maupun untuk UMKM.  

1.2. Dasar Hukum 

Landasan atau dasar Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten 

Lamongan Tahun 2025 disusun berdasarkan pada : 

1 Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 Tentang Pemerintah Daerah berhak 

menerapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk 

melaksanakan otonomi dan tugas pembantu ; 

2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur 

(diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

1965 ; 

3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ; 

4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2286) ; 

5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ; 

6 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4421) ; 

7 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);  

9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);  

10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234);  

11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
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Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);   

12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  

13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan 

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

14 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4578) ; 

15 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

16 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman 

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4815) ; 

17 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata 

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4817) ; 

18 Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4833); 

19 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 

20 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 

21 Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standart 

Pelayanan Minimal ; 

22 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

23 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan 

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 

24 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 

Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik-

Bangkalan-Mojokertosurabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan 

Bromo-Tengger-Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas 

Selatan; 

25 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024; 

26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Pengarasutamaan Gender di Daerah 

27 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata 

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 

Daerah, Tata Cara Evalulasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka  Panjang Daerah, 
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Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah; 

28 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem 

Keuangan untuk penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang 

membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 

Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

87); 

29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 

tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288); 

30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

31 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215 / 

PMK.07/2021 Tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana 

Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. 

32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang 

Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 

2022; 

33 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi 

Jawa Timur Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa 

Timur Tahun 2009 Nomor 1/E) ; 

34 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2024 tentang 

Rencana Kerja Pemerintah  Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur 

Tahun 2025  ; 

35 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 01 Tahun 2006 

tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah 

dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan 

(Musrengbang) Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten 

Lamongan Tahun 2006 Nomor 1/E) ; 
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36 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 01 Tahun 2012 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 

Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 1); 

37 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 

tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

38 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2019 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 

Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 

Lamongan; 

39 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 03 Tahun 2021 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan Tahun 

2020 – 2039 ; 

40 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2021 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026; 

44. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2024 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Lamongan Tahun Anggaran 2025; 

45. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 23 Tahun 2024 tentang Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2025: 

46. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 38 Tahun 2024 tentang 

Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. 

 

1.3  Dasar Pertimbangan Perubahan 

 Adapun yang menjadi dasar pertimbangan dalam perubahan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 dan Perubahan 

Rencana Kerja PD Tahun 2025 adalah dari hasil 

evaluasi  pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya 

ketidak sesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:  

Yang menjadi dasar pertimbangan dilakukannya Perubahan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, meliputi : 

1. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi 

Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2025; 
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2. Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kabupaten Lamongan 

Tahun Anggaran 2024 sampai dengan triwulan pertama Tahun 

2025 dari masing-masing kegiatan; 

3. Terjadinya perubahan asusmsi makro ekonomi yang telah 

disepakati pada APBD Tahun 2025 terhadap kemampuan fiskal 

daerah; 

4. Kebutuhan untuk melakukan penyesuaian sasaran dan hasil yang 

harus dicapai; 

5. Terjadinya perubahan kebijakan pada tingkat pusat yang berkaitan 

dengan keuangan daerah maupun kebijakan teknis lainnnya; 

6. Kebutuhan mendesak terhadap perlunya dilaksanakan kegiatan 

yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat; 

7. Kebutuhan melaksanakan penyesuaian terhadap proyeksi belanja 

yang menjadi prioritas sesuai aspirasi masyarakat dan 

permasalahan actual yang berkembang. 

 

1.4. Maksud dan Tujuan 

Maksud disusunnya Perubahan RKPD Kabupaten Lamongan 

Tahun 2025 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan 

Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas dan Plafon 

Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) yang akan disampaikan 

kepada Badan Anggaran DPRD untuk dibahas, disepakati dan 

dituangkan dalam Nota Kesepakatan yang ditandatangani bersama 

antara Bupati dan Pimpinan DPRD. Selanjutnya Perubahan RKPD 

ini akan dijabarkan dalam Perubahan RKA OPD sebagai lampiran 

Raperda Perubahan APBD untuk dibahas, disepakati dan disetujui 

DPRD. 

Secara lebih sistematis, tujuan penyusunan Perubahan 

RKPD Tahun 2025 Kabupaten Lamongan sebagai berikut : 

1. Diperolehnya suatu perubahan rencana pembangunan tahunan 

yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan perkembangan yang 

terjadi di daerah termasuk dalam hal peningkatan perekonomian 

daerah dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada; 
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2. Diperolehnya perubahan atas program dan kegiatan yang menjadi 

upaya konkrit untuk memenuhi kebutuhan masyarakat 

Kabupaten Lamongan tahun  2025; 

3. Menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum 

Perubahan Anggaran Kabupaten Lamongan Tahun 2025 dan 

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan 

Kabupaten Lamongan Tahun 2025, sebagai dasar dari 

penyusunan Perubahan APBD Tahun 2025 Kabupaten 

Lamongan. 

Selanjutnya untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan dengan : 

1. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional 

yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada saat ini, dan 

memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan 

strategis jangka menengah, dengan tujuan perencanaan dan 

penganggaran tahunan pembangunan daerah, untuk 

memberikan jaminan kepastian kebijakan sebagai komitmen 

Pemerintah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan; 

2. Memberikan gambaran mengenai perubahan Proyeksi Kerangka 

Ekonomi Daerah tahun 2025 sebagai patokan dalam penyusunan 

perubahan rencana pendapatan yang akan digunakan untuk 

mendanai belanja dan pembiayaan pembangunan daerah; 

3. Menyelaraskan dinamika dan perubahan kondisi yang ada 

dengan tujuan kegiatan prioritas semua Perangkat Daerah (PD) 

yang disatukan melalui penetapan target Penetapan Kinerja 

(Tapkin) dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah 

Kabupaten Lamongan, sehingga Perubahan RKPD ini bisa 

menjadi instrument bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun 

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan 

Kinerja Pemerintah Daerah. 

 Maksud dari Perubahan RKPD Kabupaten Lamongan Tahun 

2025 adalah memberikan arahan percepatan pelaksanaan rencana 

kerja Pemerintah Daerah  dalam mewujudkan sasaran 
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pembangunan Tahun 2025. Adapun tujuan Perubahan RKPD 

Tahun 2025, yaitu:  

1.  Mengoptimalkan kinerja Pemerintah Daerah kabupaten 

Lamongan   

2.  Memberikan pedoman bagi Perubahan APBD Tahun 2025.  

3.  Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara efisien, 

efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.  

4.  Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha, 

Akademisi dan Komunitas.  

5.  Mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergi pembangunan, 

baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi 

pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan. 

 

1.5. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD 

 Sistematika penyusunan Rancangan Perubahan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2025 adalah 

sebagai berikut : 

 

BAB I PENDAHULUAN  

1.1.    Latar Belakang  

1.2.    Dasar Hukum Penyusunan  

1.3.    Dasar Pertimbangan Perubahan  

1.4.    Maksud dan Tujuan  

1.5.    Sistematika Dokumen Perubahan RKPD  

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN I (TRIWULAN SATU) TAHUN 

BERKENAAN   

2.1.   Evaluasi Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 

Daerah Tahun 2025 

2.2.   Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan sampa dengan 

Triwulan II 

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH  

3.1.    Arah Kebijakan Ekonomi Daerah  

3.2.    Arah Kebijakan Keuangan Daerah  

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH  
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4.1.    Tujuan dan Sasaran Pembangunan  

4.2.    Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025  

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH  

 5.1    Program dan Kegiatan Prioritas 

 5.2    Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pendanaan 

BAB VI PENUTUP  
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BAB II 

EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN 

 

2.1. Evaluasi Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah 

Tahun 2024 

 Pencapaian Indikator  Kinerja Utama (IKU) daerah Tahun 2024 dapat 

dijelaskan sebagai berikut :  

1. Pertumbuhan Ekonomi 

 Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro 

yang melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah.  

Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas 

dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun 

sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi juga menjadi salah satu 

indikator keberhasilan pembangunan. 

 Kinerja Pertumbuhan ekonomi di daerah memiliki kaitan erat 

dengan perkembangan ekonomi nasional, bahkan situasi 

perkembangan ekonomi dunia. Ekonomi Lamongan tahun 2024 

mengalami pertumbuhan sebesar 4,81 persen dibandingkan Tahun 

2023.  

 Struktur PDRB Lamongan atas dasar harga berlaku tahun 

2024 masih didominasi oleh lapanganusaha Pertanian, Kehutanan, 

dan Perikanan sebesar 30,10 persen. Selama 3 (tiga) tahun terakhir, 

lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mendominasi 

struktur PDRB menurut lapangan usaha dengan kontribusi di atas 

30 persen. Namun, tren kontribusinya terlihat semakin menurun 

dari tahun ke tahun. Ekonomi Lamongan tumbuh lebih cepat 

dibandingkan tahun 2023 yang tumbuh sebesar 4,28 persen. 

Pertumbuhan terjadi pada seluruh komponen pengeluaran. 

 Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lamongan Dalam lima 

tahun terakhir ini cenderung fluktuatif. Tahun 2019 Pertumbuhan 

ekonomi sebesar 5,43 turun drastis pada tahun 2020 menjadi -2,65. 

Tahun 2020 menjadi pengecualian dimana kondisi perekonomian 

lebih terpengaruh karena adanya pandemi yang mengakibatkan 

pertumbuhan ekonomi merosot tajam. Tahun 2021 dengan berbagai 

usaha pemulihan ekonomi yang telah dilakukan oleh Pemerintah 
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Kabupaten Lamongan, maka pertumbuhan ekonomi di Kabupaten 

Lamongan mengalami kenaikan yang siknifikan sehingga mencapai 

3,43 %. Selanjutnya Tahun 2022 naik drastis menjadi 5,43 %. 

Namun pada Tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Kabupaten 

Lamongan mengalami penurunan menjadi 4,28 %, dan naik kembali 

menjadi 4,81% di Tahun 2024. Selengkapnya sebagaimana terlihat 

pada tabel pertumbuhan PDRB dibawah ini : 

 

Tabel 2.1 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lamongan 

Menurut Lapangan Usaha (Persen) Tahun 2019-2024 

Sektor PDRB 
Laju Pertumbuhan Ekonomi 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Pertanian, 

Kehutanan, dan 

Perikanan 

0,12 -0,16 -1,37 3,94 -1,37 0,11 

Pertambangan dan 

Penggalian 

3,62 -6,57 8,47 9,88 19,43 0,52 

Industri Pengolahan 11,66 -2,08 7,20 7,98 6,71 7,66 

Pengadaan Listrik dan 

Gas 

6,12 -1,12 4,87 7,74 8,34 3,73 

Pengadaan Air, 

Pengelolaan Sampah, 

Limbah dan Daur 

Ulang 

7,7 4,26 5,02 0,94 5,94 9,47 

Konstruksi 9,97 -7,19 4,05 6,80 7,27 8,04 

Perdagangan Besar 

dan Eceran; Reparasi 

Mobil dan Sepeda 

Motor 

6,11 -9,15 7,03 6,91 5,77 5,08 

Transportasi dan 

Pergudangan 

8,89 -6,19 9,15 15,82 10,72 12,24 

Penyediaan 

Akomodasi dan 

Makan Minum 

7,68 -8,33 2,86 9,74 10,99 9,79 
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Sektor PDRB 
Laju Pertumbuhan Ekonomi 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Informasi dan 

Komunikasi 

9,83 7,81 7,68 5,41 7,75 6,60 

Jasa Keuangan dan 

Asuransi 

4,2 -0,04 0,31 1,52 4,69 6,02 

Real Estate 6,91 2,98 4,27 6,50 4,39 5,85 

Jasa Perusahaan 6,85 -6,79 3,33 3,17 7,68 8,44 

Administrasi 

Pemerintahan, 

Pertahanan dan 

Jaminan Sosial Wajib 

3,75 -0,06 0,68 -0,89 0,32 5,77 

Jasa Pendidikan 7,98 2,83 1,96 0,57 6,25 6,82 

Jasa Kesehatan dan 

Kegiatan Sosial 

7,84 8,74 5,75 0,76 4,73 8,77 

Jasa lainnya 6,19 -14,77 4,35 1,72 10,65 9,32 

PDRB 5,43 -2,65 3,43 

 

5,56 4,28 

 

4,81 

               Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2024. 

 

Adanya  kebijakan  Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)  diharapkan  

mampu  mendukung  pertumbuhan  ekonomi  Kabupaten  Lamongan  

menjadi  tumbuh kembali, sehingga  program-program prioritas 

nasional di Kabupaten Lamongan dapat direalisasikan dengan baik 

dan mencapai target yang telah ditetapkan.  Dalam rangka 

mendukung  PEN  dan  kebangkitan  ekonomi  pada  masa  pandemi  

pemerintah Kabupaten  Lamongan  selain  memberikan  jaminan  

sosial  bagi  masyarakat  perlu pelayanan  kesejahreraan  sosial  

(PPKS)  juga  membuat  kebijakan  untuk  kebangkitan UMKM,  

melalui  ajakan  “Ayo  Beli  Produk  Lamongan”.   

  



 

 

 

 
Perubahan RKPD Kabupaten Lamongan Tahun 2025 

Bab II - 4 

 

2. Gini Rasio 

 Gini Rasio merupakan suatu ukuran kemerataan yang 

dihitung dengan membandingkan luas antara diagonal dan kurva 

lorenz (daerah A) dibagi dengan luas segitiga di bawah diagonal. Gini 

rasio digunakan sebagai koefisien/alat dalam pengukuran tingkat 

ketimpangan pendapatan antar penduduk dalam suatu wilayah. 

Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1. Nilai Rasio Gini yang 

semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang 

semakin tinggi. Rasio Gini bernilai 0 menunjukkan adanya 

pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki 

pendapatan yang sama. Sedangkan, Rasio Gini bernilai 1 

menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang 

memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki 

apa-apa. Dengan kata lain, Rasio Gini diupayakan agar mendekati 0 

untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan 

antar penduduk. Adapun capaian indeks gini Kabupaten Lamongan 

tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut: 

 
Gambar 2.1 Perbandingan Indeks Gini Rasio Kab. Lamongan, Provinsi, 

Nasional Tahun 2020-2024 
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025 

Tingkat ketimpangan di Kabupaten Lamongan, yang diukur melalui 

Gini Rasio, menunjukkan pola yang fluktuatif selama periode 2020-

2024. Pada tahun 2020, Gini Rasio Kabupaten Lamongan berada di 

angka 0,296, lalu mengalami penurunan hingga mencapai titik 

terendahnya di tahun 2022 sebesar 0,273. Namun, dalam dua tahun 

berikutnya, angka Gini Rasio kembali meningkat sedikit menjadi 
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0,281 pada tahun 2024. Fluktuasi ini mencerminkan adanya 

dinamika dalam distribusi pendapatan di Kabupaten Lamongan, di 

mana ketimpangan sempat menurun di tengah pemulihan ekonomi 

pasca-pandemi, namun kembali mengalami sedikit peningkatan 

seiring dengan perubahan struktur ekonomi dan distribusi 

kesejahteraan. 

 Jika dibandingkan dengan tingkat ketimpangan di Jawa Timur 

dan nasional, Gini Rasio Kabupaten Lamongan masih jauh lebih 

rendah. Hal ini menunjukkan bahwa kesenjangan pendapatan di 

Lamongan relatif lebih kecil dibandingkan dengan rata-rata provinsi 

maupun nasional. Faktor utama yang berkontribusi terhadap 

ketimpangan yang lebih rendah ini kemungkinan besar adalah 

dominasi sektor pertanian dan usaha mikro kecil yang lebih merata 

dalam penyebaran pendapatan masyarakat. Namun, meskipun Gini 

Rasio Lamongan relatif rendah, masih diperlukan kebijakan yang 

berkelanjutan untuk menjaga distribusi pendapatan yang lebih adil, 

seperti mendorong inklusi ekonomi, memperluas akses pendidikan 

dan pelatihan kerja, serta meningkatkan kesempatan kerja bagi 

kelompok rentan untuk mengurangi risiko ketimpangan yang lebih 

besar di masa mendatang. 

 

3. Persentase Penduduk Miskin 

 Angka kemiskinan di Kabupaten Lamongan merupakan salah 

satu indikator penting yang mencerminkan kesejahteraan 

masyarakat dan efektivitas program pembangunan daerah. Dalam 

beberapa tahun terakhir, upaya pemerintah daerah dalam 

mengentaskan kemiskinan telah menunjukkan berbagai hasil, baik 

melalui program bantuan sosial, pengembangan ekonomi lokal, 

maupun peningkatan akses pendidikan dan kesehatan.  

 Meskipun demikian, tantangan masih ada, terutama 

dalam menghadapi dampak pandemi COVID-19 yang memperburuk 

kondisi ekonomi dan meningkatkan jumlah penduduk miskin. Oleh 

karena itu, pemerintah Kabupaten Lamongan terus berfokus pada 

pengembangan sektor-sektor strategis seperti pertanian, perikanan, 
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dan UMKM, serta meningkatkan keterampilan dan produktivitas 

masyarakat untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan. 

Upaya kolaboratif antara pemerintah, swasta, dan masyarakat 

sangat diperlukan untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan 

dan inklusif dalam mengatasi kemiskinan di Kabupaten Lamongan.  

Penduduk Kabupaten Lamongan yang memiliki rata-rata 

pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan dalam 

suatu wilayah. Untuk mengukur kemiskinan, digunakan konsep 

kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). 

Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai 

ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan 

dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi 

pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki 

rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. 

 
Gambar 2.2 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Lamongan Tahun 

2020-2024 
Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Lamongan, 2024 

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Lamongan 

menunjukkan tren menurun dari 2020 hingga 2024. Pada tahun 

2020, persentase penduduk miskin mencapai 13,85% dan sedikit 

naik lagi menjadi 13,86% pada tahun 2021, terutama akibat dampak 

ekonomi dari pandemi COVID-19 yang memperburuk kondisi 

kesejahteraan masyarakat. Namun, pada tahun 2022, terjadi 
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penurunan yang cukup signifikan dengan angka kemiskinan turun 

menjadi 12,53%, menunjukkan pemulihan ekonomi yang mulai 

berjalan.  

Tren positif ini berlanjut pada tahun 2023, di mana angka 

kemiskinan menurun lagi menjadi 12,42% hingga di 2024 mencapai 

12,16%. Upaya intensif pemerintah daerah dalam mengentaskan 

kemiskinan melalui berbagai program bantuan sosial, peningkatan 

akses layanan dasar, serta pengembangan ekonomi lokal telah 

berkontribusi pada penurunan jumlah penduduk miskin di 

Kabupaten Lamongan. 

 
Gambar 2.3 Angka Kemiskinan Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2024 

Sumber: BPS Kab. Lamongan, 2025 

Tren kemiskinan di Kabupaten Lamongan dari tahun 2020 hingga 2024 

menunjukkan pola yang menarik, dengan penurunan bertahap setelah 

mengalami lonjakan akibat pandemi COVID-19. Pada tahun 2020, 

persentase penduduk miskin di Lamongan mencapai 13,85%, lebih 

tinggi dibandingkan Jawa Timur (11,09%) dan nasional (9,78%). 

Angka ini mencerminkan dampak pandemi yang signifikan terhadap 

perekonomian lokal, terutama pada sektor pertanian, perikanan, dan 

UMKM yang menjadi sumber utama mata pencaharian masyarakat. 

Pada tahun 2021, angka kemiskinan di Lamongan sedikit meningkat 

menjadi 13,86%, yang menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi 
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masih berjalan lambat, sementara Jawa Timur dan nasional juga 

mengalami kenaikan. 

Mulai tahun 2022, tren penurunan kemiskinan di Lamongan 

menjadi lebih cepat dibandingkan dengan skala regional dan 

nasional, dengan angka turun menjadi 12,53%. Hal ini 

menunjukkan efektivitas program penanggulangan kemiskinan yang 

dijalankan oleh pemerintah daerah, termasuk penguatan sektor 

ekonomi produktif, bantuan sosial, serta program pemberdayaan 

masyarakat. Penurunan ini terus berlanjut pada tahun 2023 dengan 

angka 12,42%, meskipun masih lebih tinggi dibandingkan Jawa 

Timur (10,35%) dan nasional (9,36%). Pada tahun 2024, kemiskinan 

di Lamongan berhasil ditekan hingga 12,16%, meskipun tetap lebih 

tinggi dari rata-rata provinsi (9,56%) dan nasional (8,57%). 

Meskipun tren penurunan ini menunjukkan arah yang positif, 

perbedaan angka kemiskinan yang masih cukup tinggi dibandingkan 

dengan Jawa Timur dan nasional mengindikasikan bahwa Lamongan 

masih menghadapi tantangan struktural dalam mengatasi 

kemiskinan. Faktor-faktor seperti ketimpangan akses terhadap 

sumber daya ekonomi, keterbatasan lapangan pekerjaan 

berkualitas, serta ketergantungan pada sektor pertanian tradisional 

dapat menjadi hambatan utama. 

 

4. Indeks Pembangunan Manusia 

 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) / Human 

Development Index (HDI) adalah pengukuran perbandingan dari 

harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup di suatu 

wilayah. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Lamongan dari 

tahun 2020 hingga 2024 selalu mengalami kenaikan. Pada Tahun 

2023 IPM Kabupaten Lamongan mencapai 75,29 dan meningkat 

menjadi 75,90 pada Tahun 2024.  

Peningkatan IPM ini menunjukan bahwa pembangunan 

manusia di Kabupaten Lamongan terus meningkat dan memberikan 

dampak yang baik terhadap peningkatan kualitas SDM baik dari sisi 

pendidikan, kesehatan maupun daya beli masyarakat. Adapun 
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Perkembangan IPM Kabupaten Lamongan, sebagaimana dapat 

dilihat sebagai berikut: 

 

Gambar 2.4 Realisasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM): 

Sumber: BPS Kabupaten Lamongan 

 

5. Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur  

 Indeks Infrastruktur merupakan indikator komposit yang 

digunakan untuk mengukur tingkat ketersediaan, aksesibilitas, dan 

kualitas sarana fisik yang mendukung aktivitas sosial-ekonomi 

masyarakat, seperti jalan, irigasi, air bersih, listrik, dan jaringan 

komunikasi. Peningkatan indeks infrastruktur menjadi ukuran 

penting dalam menilai keberhasilan pemerintah daerah dalam 

menciptakan fondasi pembangunan yang merata dan berkelanjutan. 

Infrastruktur yang memadai tidak hanya meningkatkan konektivitas 

dan produktivitas wilayah, tetapi juga mempercepat pelayanan 

publik, pemerataan ekonomi, serta peningkatan kualitas hidup 

masyarakat. 

73,44

73,97

74,83

75,29
75,90

73,04
73,48

74,05

74,65
75,35

72,81

73,16

73,77

74,39

75,02

2020 2021 2022 2023 2024

IPM Lamongan IPM Jatim IPM Nasional



 

 

 

 
Perubahan RKPD Kabupaten Lamongan Tahun 2025 

Bab II - 10 

 

 
Gambar 2.5 Capaian Indeks Infrastruktur Kabupaten Lamongan 

Tahun 2020-2024 
Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Lamongan, 2025 

Capaian Indeks Infrastruktur menunjukkan perkembangan yang 

signifikan sejak 2022. Setelah tidak tercatat pada tahun 2020 dan 

2021 (nilai 0), indeks ini melonjak ke angka 77,89 pada 2022, 

kemudian meningkat menjadi 79,44 pada 2023, dan mencapai 81,83 

pada 2024. Lonjakan ini mencerminkan adanya percepatan 

pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas antarwilayah, 

termasuk penguatan akses jalan, jaringan irigasi, serta 

pengembangan infrastruktur pendukung ekonomi dan pelayanan 

publik. 

Masih terdapat ketimpangan pembangunan infrastruktur antar 

wilayah kecamatan, terutama antara wilayah perkotaan dan 

perdesaan atau wilayah pesisir. Selain itu, masih terdapat keluhan 

terhadap kualitas infrastruktur yang belum optimal, seperti jalan 

lingkungan yang rusak, jaringan air bersih yang belum menjangkau 

seluruh rumah tangga, serta belum stabilnya akses internet di 

beberapa desa. Ke depan, Pemkab Lamongan perlu memastikan 

pemerataan pembangunan infrastruktur yang adaptif terhadap 

kebutuhan lokal, mendorong kolaborasi pendanaan dengan sektor 

swasta, serta mengintegrasikan pembangunan infrastruktur dengan 

tata ruang dan pengembangan wilayah berbasis potensi unggulan 

daerah. 

0 0
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81,83
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6. Indeks Kesalehan Sosial 

 Peningkatan Kesalehan Sosial dan Pelestarian nilai-nilai 

Kebudayaan bagi Masyarakat. Reppresentasi ketercapaiannya dilihat 

dari meningkatnya pemahaman masyarakat tentang sikap toleran, 

solidaritas sosial dan stabilitas ketentraman dan ketertiban 

lingkungan serta menjaga nilai-nilai budaya lokal. 

 

Gambar 2.6 Capaian Indeks Kesalehan Sosial 

 

7. Indeks Reformasi Birokrasi 

 Indeks Reformasi Birokrasi merupakan alat ukur untuk 

mengevaluasi tingkat keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi 

di instansi pemerintah. Indeks ini mencerminkan sejauh mana 

perubahan mendasar telah diterapkan dalam sistem tata kelola 

pemerintahan, khususnya pada aspek kelembagaan, prosedur kerja, 

dan kualitas sumber daya manusia aparatur. Tujuan utama dari 

penggunaan indikator ini adalah untuk mendorong terbentuknya 

pemerintahan yang bersih, transparan, bertanggung jawab, serta 

responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Berikut ini disajikan 

capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Lamongan. Indeks 

Reformasi Birokrasi mengalami peningkatan signifikan dari 66,30 

(kategori B) pada 2020 menjadi 75,89 (kategori BB) pada 2023 dan 

2024. Ini menunjukkan adanya perbaikan dalam tata kelola 

birokrasi, khususnya dalam aspek efektivitas organisasi dan 

pelayanan publik. 

 

Tabel 2.2 Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Lamongan  
Tahun 2020-2024 

Indikator 2020 2021 2022 2023 2024 

Indeks Reformasi Birokrasi 66,30 

(B) 

68,35 

(B) 

70,02 

(BB) 

75,89 

(BB) 

75,89 

(BB) 

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah,2025 

 

0 0 0 0

89,33
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8. Tingkat Pengangguran Terbuka 

 Tingkat pengangguran terbuka menjadi indikator penting 

dalam mengevaluasi kesehatan ekonomi suatu daerah. Hal ini 

mencerminkan persentase penduduk yang aktif mencari pekerjaan 

namun belum berhasil menemukannya dalam populasi angkatan 

kerja. Tingkat pengangguran yang tinggi dapat menandakan adanya 

ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja, 

kurangnya peluang kerja, serta kesenjangan keterampilan di pasar 

kerja. Adapun capaian Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten 

Lamongan tahun 2020-2024 dapat dilihat melalui grafik berikut: 

 
Gambar 2.7 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Lamongan 

Tahun 2020-2025 
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025 

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten 

Lamongan menunjukkan tren yang fluktuatif selama periode 2020-

2024, namun secara keseluruhan mengalami penurunan. Pada 

tahun 2020, TPT Lamongan berada di angka 5,13%, yang kemudian 

meningkat hingga mencapai puncaknya pada tahun 2022 sebesar 

6,05%. Kenaikan ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh dampak 

pandemi COVID-19, yang menyebabkan banyak sektor usaha 

mengalami perlambatan, terutama pada sektor perdagangan, 

industri pengolahan, dan jasa. Namun, setelah melewati masa 

pemulihan, TPT Lamongan menunjukkan penurunan signifikan 

hingga mencapai 4,34% pada akhir tahun 2024. 

Dibandingkan dengan TPT Jawa Timur, Kabupaten 

Lamongan mengalami perbedaan pola. Pada tahun 2020-2021, TPT 
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Lamongan masih lebih rendah dibandingkan rata-rata provinsi, 

menunjukkan kondisi ketenagakerjaan yang lebih baik. Namun, 

sejak tahun 2022 hingga 2024, TPT Lamongan berada di atas TPT 

Jawa Timur, yang mengindikasikan adanya tantangan dalam 

penciptaan lapangan kerja yang cukup untuk menampung angkatan 

kerja yang terus bertambah. Meski demikian, jika dibandingkan 

dengan tingkat pengangguran nasional, TPT Lamongan masih lebih 

baik karena tetap berada di bawah rata-rata nasional sepanjang 

periode tersebut. 

Penurunan TPT pada tahun 2023-2024 menunjukkan 

adanya keberhasilan dalam pemulihan ekonomi dan peningkatan 

kesempatan kerja, didukung oleh sektor pertanian, industri kecil-

menengah, serta pertumbuhan investasi di bidang perdagangan dan 

jasa. Namun, untuk menjaga tren positif ini, diperlukan kebijakan 

yang lebih proaktif dalam meningkatkan keterampilan tenaga kerja, 

memperkuat sektor ekonomi berbasis teknologi dan inovasi, serta 

mendorong investasi di sektor-sektor yang mampu menyerap tenaga 

kerja lebih banyak, seperti manufaktur dan pariwisata berbasis 

lokal. 

 

9. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 

 

 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebagai indikator 

pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia merupakan perpaduan 

antara konsep Indeks Kualitas Lingkungan dan konsep 

Environmental Performance Index (EPI). IKLH dapat digunakan 

untuk menilai kinerja program perbaikan kualitas lingkungan hidup. 

Selain itu sebagai bahan informasi dalam proses pengambilan 

kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 

merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang 

dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses 

pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup. 
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Indikator kualitas lingkungan yang digunakan untuk 

menghitung IKLH terdiri dari 3 indikator yaitu Indeks Kualitas Air 

(IKA), yang diukur berdasarkan parameter – parameter pH, TSS, DO, 

BOD, COD, Total Fosfat, Fecal Coli, dan NO3-N. Indeks Kualitas 

Udara (IKU) yang diukur berdasarkan parameter SO2 dan NO2, dan 

indeks tutupan lahan yang diukur berdasarkan luas tutupan hutan. 

Berikut di bawah ini merupakan kondisi indeks kualitas lingkungan 

hidup di Kabupaten Lamongan: 

 

Gambar 2.8 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan 
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan 

Grafik di atas menunjukkan bahwa kondisi IKLH Kabupaten 

Lamongan selama 5 tahun terakhir (2020 – 2024) menunjukkan 

perkembangan dengan tren yang semakin menurun setiap 

tahunnya. Tercatat IKLH pada tahun 2020 sebesar 72,67 kemudian 

mengalami penurunan hingga pada tahun 2024 sebesar 63,33. 

Penurunan ini terjadi karena komposit dalam perhitungan indeks 

kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Lamongan mengalami 

penurunan, komposit ini adalah indeks kualitas air yang setiap 

tahunnya mengalami penurunan dimana pada tahun 2020 sebesar 

68,11 dan menurun hingga pada tahun 2024 menjadi sebesar 56,90.  

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan sampai dengan 

Triwulan I 

 Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan dengan 

membandingkan capaian kinerja dengan target yang ditetapkan dalam 

RKPD, hasil evaluasi capaian sampai dengan Triwulan I sebagai  berikut : 

72,67

64,92 64,7 64,27
63,33

2020 2021 2022 2023 2024
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BAB  III 

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH 

 

3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH 

   Prioritas pembangunan Kabupaten Lamongan pada tahun 2025 

merupakan penjabaran tujuan dan visi mis4 Pemerintah Kabupaten 

Lamongan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026. 

Selain itu juga mencakup kebijakan yang mendukung prioritas nasional 

yang berdasarkan Tema RKP Tahun 2025 yaitu “Akselerasi Pertumbuhan 

Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” sedangkan tema RKPD 

Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 yakni “Peningkatan Kualitas Sumber 

Daya Manusia untuk Mendukung Transfomasi Ekonomi Inklusif dan 

Berkelanjutan”. 

Penetapan program dan kegiatan prioritas didasarkan melalui 

harmonisasi dan keselarasan RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Timur 

RPJMD Kabupaten Lamongan tahun 2021-2026 yang diharapkan dapat 

memacu tercapainya target kinerja utama di tahun 2025 dan 

mendukung pencapaian target prioritas nasional, propinsi maupun 

Kabupaten Lamongan. 

Kerangka ekonomi daerah tahun 2025 meliputi kerangka 

ekonomi secara makro dan  kerangka  pendanaan  dalam  RKPD  tahun  

2025.  Kerangka  ekonomi  makro memberikan  gambaran  tentang  

perkiraan  kondisi  ekonomi  makro  Kabupaten  Lamongan baik yang 

dipengaruhi faktor internal maupun faktor eksternal yang memberi 

pengaruh signifikan, seperti stabilitas perekonomian ditingkat global, 

nasional, dan Provinsi Jawa Timur. RKPD  tahun  2025  merupakan  

tahun  ketiga pelaksanaan RPJMD  Kabupaten Lamongan  2021-2026.  

Dalam  kaitannya  dengan  perencanaan,  kerangka  pendanaan menjadi  

bagian  yang  sangat  penting,  memberikan  fakta  dan  analisis  terkait  

perkiraan sumber-sumber  pendapatan  dan  besaran  pendapatan  dari  

sektor-sektor  potensial, perkiraan kemampuan pembelanjaan dan 

pembiayaan untuk pembangunan tahun 2025. Kerangka  pendanaan  

ini  menjadi  basis  kebijakan  anggaran  untuk  mengalokasikan secara 
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efektif dan efisien dengan perencanaan anggaran berbasis kinerja. 

   Fakta  dan  analisa  yang  diberikan  terkait  rancangan kerangka  

ekonomi  tahun 2025  diharapkan  akan  mampu  menjembatani  fungsi  

perencanaan  dan  penganggaran yang  efektif  dalam  mengawal  

pencapaian  target  kinerja  pembangunan  maupun menyelesaikan  

permasalahan  dan  isu-isu  strategis  yang  telah  teridentifikasi  di 

Kabupaten Lamongan. 

Kebijakan perekonomian Kabupaten Lamongan juga dipengaruhi 

oleh dinamika perkembangan ekonomi nasional dan global sehingga 

asumsi perekonomian Kabupaten Lamongan Tahun 2025 

mempertimbangkan hasil analisis terhadap kinerja perekonomian 

global, nasional dan daerah pada tahun sebelumnya.   

Kondisi perekonomian Indonesia tahun 2024 tumbuh sebesar 

5,03 persen, melambat dibanding capaian tahun 2023 yang mengalami 

pertumbuhan sebesar 5,05 persen (c-to-c). Dari sisi produksi, 

pertumbuhan terti nggi terjadi pada Lapangan Usaha Jasa Lainnya 

sebesar 9,80 persen. Sementara itu, pertumbuhan terti nggi dari sisi 

pengeluaran dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga 

Nonprofi t yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 12,48 

persen.  

Ekonomi Indonesia tahun 2024 tumbuh sebesar 5,03 persen. 

Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha. Lapangan usaha 

yang mengalami pertumbuhan terti nggi adalah Jasa Lainnya sebesar 

9,80 persen; diikuti Transportasi dan Pergudangan sebesar 8,69 

persen; dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 8,56 

persen. Sementara itu, Industri Pengolahan yang memiliki peran 

dominan tumbuh 4,43 persen. Sedangkan Perdagangan Besar dan 

Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor serta Pertanian, Kehutanan, 

dan Perikanan masing-masing tumbuh sebesar 4,86 persen dan 0,67 

persen.  

Ekonomi Indonesia tahun 2024 tumbuh sebesar 5,03 persen (c-

to-c) dibanding tahun 2023. Pertumbuhan terjadi pada semua 

komponen PDB Pengeluaran. Pertumbuhan terti nggi terjadi pada PK-
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LNPRT sebesar 12,48 persen; diikuti Komponen PK-P sebesar 6,61 

persen; Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 6,51 persen; 

Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 4,94 

persen; dan Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) 

sebesar 4,61 persen. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa 

(faktor pengurang dalam PDB menurut pengeluaran) tumbuh sebesar 

7,95 persen.  

Pertumbuhan PDB Beberapa Komponen Pengeluaran (C-to-C) 

(persen), 2022-2024 Struktur PDB Indonesia menurut pengeluaran atas 

dasar harga berlaku tahun 2024 ti dak menunjukkan perubahan yang 

signifi kan. Perekonomian Indonesia didominasi oleh Komponen PK-RT 

dengan kontribusi sebesar 54,04 persen. Komponen PMTB memiliki 

kontribusi terbesar kedua yakni sebesar 29,15 persen, diikuti 

Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 22,18 persen; Komponen 

PK-P sebesar 7,73 persen; Komponen Perubahan Inventori sebesar 2,25 

persen; dan Komponen PK-LNPRT sebesar 1,36 persen. Sementara itu, 

Komponen Impor Barang dan Jasa memiliki kontribusi sebesar 20,39 

persen. pengurang dalam PDB menurut pengeluaran) tumbuh sebesar 

7,95 persen. 

Ekonomi Indonesia tahun 2024 tumbuh sebesar 5,03 persen. 

Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha. Lapangan usaha 

yang mengalami pertumbuhan terti nggi adalah Jasa Lainnya sebesar 

9,80 persen; diikuti Transportasi dan Pergudangan sebesar 8,69 

persen; dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 8,56 

persen. Sementara itu, Industri Pengolahan yang memiliki peran 

dominan tumbuh 4,43 persen. Sedangkan Perdagangan Besar dan 

Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor serta Pertanian, Kehutanan, 

dan Perikanan masing-masing tumbuh sebesar 4,86 persen dan 0,67 

persen. 

Struktur PDB Indonesia menurut pengeluaran atas dasar harga 

berlaku tahun 2024 ti dak menunjukkan perubahan yang signifi kan. 

Perekonomian Indonesia didominasi oleh Komponen PK-RT dengan 

kontribusi sebesar 54,04 persen. Komponen PMTB memiliki kontribusi 
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terbesar kedua yakni sebesar 29,15 persen, diikuti Komponen Ekspor 

Barang dan Jasa sebesar 22,18 persen; Komponen PK-P sebesar 7,73 

persen; Komponen Perubahan Inventori sebesar 2,25 persen; dan 

Komponen PK-LNPRT sebesar 1,36 persen. Sementara itu, Komponen 

Impor Barang dan Jasa memiliki kontribusi sebesar 20,39 persen.  

 Arah kebijakan melekat pada masing-masing strategi, maka 

secara tidak langsung perumusan horizon waktu berdasarkan strategi 

sama saja dengan menggunakan perspektif arah kebijakan. Dalam 

menentukan Arah Kebijakan Daerah mempedomani Target Kebijakan 

Ekonomi Nasional dalam RKP 2025.  

Kebijakan pada RKP Tahun 2025 akan menjadi pedoman dalam 

perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan. Bagi 

pemerintah daerah, RKP 2025 dipakai sebagai acuan dalam 

penyusunan RKPD Tahun 2025. 

Dalam rangka meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, sebagaimana 

yang target yang ditetapkan dalam RKP 2025 sebesar 5,3-5,6 % dan 

target dalam RKPD Jawa Timur Tahun 2025 yang ditetapkan sebesar 

5,10-5,41 %, maka Pemerintah Kabupaten Lamongan memprioritaskan 

pembangunan pada beberapa sektor, yaitu Sektor Pertanian, Sektor 

Pariwisata dan Sektor Industri. Diharapkan Pertumbuhan Ekonomi 

Kabupaten Lamongan Tahun 2025 dapat mencapai 5,33 %. 

 Untuk menurunkan pengangguran terbuka, target TPT Nasional 

Tahun 2025 4,5 persen – 5 persen, dan target TPT di RKPD Jawa Timur 

Tahun 2025 sebesar 3,90-4,49, Pemerintah Kabupaten Lamongan telah 

mengalokasikan 0,30% anggarannya untuk peningkatan kompetensi 

tenaga kerja dan penurunan TPT agar menjadi 4,27% di Tahun 2025. 

 Dalam menganggulangi peningkatan kemiskinan, sesuai target 

Tingkat Kemiskinan Nasional yang ditetapkan dalam RKP 2025 sebesar 

7,0-8 persen dan target Persentase Penduduk Miskin dalam RKPD Jawa 

Timur Tahun 2025 sebesar 8,90-9,40 %, Pemerintah Kabupaten 

Lamongan mendukung penurunan angka kemiskinan agar Persentase 

Penduduk Miskin di Tahun 2025 mencapai 12,65 % dengan berbagai 
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program prioritas seperti misalnya adanya Jaminan Kesehatan bagi 

masyarakat miskin PMKS/ lanjut usia/ penyandang disabilitas, 

pemberian modal usaha bagi kepala rumah tangga wanita, Bedah 

rumah dan pemberian sembako bagi warga kurang mampu. 

 Sebagaimana target RKP Tahun 2025 terkait Indeks Gini 0,379-

0,382 dan target Indeks Gini dalam RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 

2024 sebesar 0,381-0,386, maka Pemerintah Kabupaten Lamongan 

telah mengalokasikan anggaran sebesar 3,08% untuk mencapai target 

Indeks gini di Tahun 2025 sebesar 0,289.  

 Dalam rangka meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia 

sebagaimana target dalam RKP tahun 2025 yaitu Human Capital Index 

sebesar 0,73 dan target IPM dalam RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 

2025 sebesar 75,7-75,79, maka Pemerintah Kabupaten Lamongan 

melakukan upaya mempercepat penyetaraan pendidikan, menurunkan 

angka kematian ibu dan anak sekaligus penurunan stunting. Hal 

tersebut merupakan berbagai upaya yang telah dan akan dilakukan 

sehingga target IPM Kabupaten Lamongan di Tahun 2025 sebesar 74,27 

dapat tercapai. 

 Perubahan RKPD Kabupaten Lamongan Tahun 2025 ini 

dilaksanakan dalam rangka menyesuaikan pelaksanaan prioritas 

pembangunan dengan perkembangan dan proyeksi kemampuan fiskal 

pada tahun berjalan. Selain itu, adanya beberapa sumber dana yang 

masih terlapor sebagai silpa tahun anggaran sebelumnya diantaranya 

Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau perlu dianggarkan kembali sesuai 

peruntukannya. Selanjutnya terkait dengan pelaksanaan Dana Alokasi 

Khusus perlu dilaksanakan beberapa perubahan nomenklatur sub 

kegiatan dan rincian belanja sesuai dengan Petunjuk Teknis dan Surat 

Edaran yang baru diluncurkan pada tahun ini. 

3.1.1. Kondisi Ekonomi Jawa Timur Tahun 2025  

Perekonomian Jawa Timur pada tahun 2025 diperkirakan 

mengalami perbaikan dibandingkan tahun 2024 ditopang oleh 

permintaan domestik dan eksternal. Kinerja ekonomi Jawa Timur pada 
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tahun 2025 diprakirakan berada di kisaran 4,7% - 5,5% (yoy), meningkat 

dibandingkan tahun 2024. Dari sisi pengeluaran, sejalan dengan 

ekonomi nasional, masih positifnya kinerja ekonomi Jawa Timur 

diprakirakan didukung oleh prakiraan perbaikan konsumsi RT, investasi, 

dan ekspor. Dari sisi lapangan usaha, sejalan dengan prospek perbaikan 

konsumsi RT dan investasi, kinerja LU Perdagangan dan LU Industri 

Pengolahan di Jawa Timur pada tahun 2025 diprakirakan lebih tinggi 

dibandingkan tahun sebelumnya. Di tengah prospek ekonomi global yang 

membaik, serta prospek peningkatan perekonomian beberapa mitra 

dagang utama Jawa Timur, kinerja ekspor dan impor Jawa Timur 

diprakirakan tetap kuat. Lebih lanjut, kinerja LU Pertanian tahun 2025 

diprakirakan lebih tinggi dibandingkan tahun 2024 sejalan dengan 

prospek cuaca yang lebih mendukung produksi pangan, serta 

terkendalinya gangguan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dan Lumpy Skin 

Disease (LSD) yang menghambat produksi peternakan. 

Inflasi Jawa Timur pada tahun 2025 diprakirakan berada di 

kisaran sasaran inflasi 2,5%±1% (yoy). Prospek tersebut ditopang oleh 

prakiraan cuaca yang membaik yang mendukung penguatan 

produktivitas komoditas pangan, kebijakan Pemerintah yang berfokus 

pada peningkatan produktivitas pangan, serta terjangkaunya harga 

komoditas energi domestik seiring prakiraan harga komoditas energi 

global yang stabil cenderung melandai. Lebih lanjut, berbagai kebijakan 

pengendalian inflasi yang dilakukan oleh TPIP dan TPID diprakirakan 

turut menjaga tingkat inflasi IHK Jawa Timur di kisaran sasaran inflasi 

2,5%±1% (yoy). 

Perkembangan harga berbagai komoditas pada Februari 2025 

secara umum menunjukkan adanya penurunan. Berdasarkan hasil 

pemantauan BPS Provinsi Jawa Timur di 11 kabupaten/ kota, pada 

Februari 2025 terjadi deflasi y-on-y sebesar 0,03 persen, atau terjadi 

penurunan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 105,93 pada Februari 

2024 menjadi 105,90 pada Februari 2025. Adapun secara m-to-m dan y-

to-d terjadi deflasi masing-masing sebesar 0,59 persen dan 1,13 persen. 
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Pada Februari 2025, kota IHK di Provinsi Jawa Timur sebanyak 

7 kabupaten/kota mengalami deflasi y-on-y dan 4 kabupaten/kota 

mengalami inflasi y-on-y. Deflasi y-on-y terdalam sebesar 0,98 terjadi di 

Kota Kediri dengan IHK sebesar 104,50 dan terendah terjadi di Kota 

Surabaya sebesar 0,07 persen dengan IHK sebesar 105,78. Adapun 

inflasi y-on-y tertinggi terjadi di Banyuwangi sebesar 0,94 dengan IHK 

sebesar 107,02 persen dan terendah terjadi di Jember sebesar 0,14 

persen dengan IHK sebesar 105,85 persen. 

Sebelum lebih lanjut, maka jika kita melihat pada tahun 

sebelumnya, maka ekonomi Jawa Timur tahun 2024 mengalami 

pertumbuhan sebesar 4,93 persen. Pertumbuhan terjadi pada seluruh 

lapangan usaha kecuali lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian 

yang mengalami kontraksi sebesar 0,63 persen. Lapangan usaha yang 

mengalami pertumbuhan signifikan adalah Transportasi dan 

Pergudangan yang tumbuh sebesar 9,50 persen. Kemudian, lapangan 

usaha Jasa Lainnya tumbuh sebesar 8,58 persen, sedangkan lapangan 

usaha Jasa Perusahaan dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, 

dan Jaminan Sosial Wajib tumbuh sebesar 7,88 persen dan 7,78 persen 

Perekonomian Jawa Timur Tahun 2024 yang diukur berdasarkan 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku 

mencapai Rp3.168,29 triliun, dan PDRB per kapita mencapai Rp75,77 

juta rupiah. Ekonomi Jawa Timur tahun 2024 tumbuh sebesar 4,93 

persen (c-to-c). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada 

Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan yang tumbuh sebesar 

9,50 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada 

Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani 

Rumah Tangga (PKLNPRT) yang tumbuh sebesar 12,49 persen. 

Struktur PDRB Jawa Timur menurut lapangan usaha atas dasar 

harga berlaku tahun 2024 tidak menunjukkan perubahan yang 

signifikan. Perekonomian Jawa Timur masih didominasi oleh Lapangan 

Usaha Industri Pengolahan sebesar 30,85 persen; diikuti oleh 

Perdagangan Besar-Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 

18,81 persen; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 10,66 
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persen; dan Konstruksi sebesar 8,97 persen. Peranan keempat lapangan 

usaha tersebut dalam perekonomian Jawa Timur mencapai 69,29 persen. 

Ekonomi Jawa Timur triwulan IV-2024 dibanding triwulan III-2024 

(q-to-q) mengalami kontraksi sebesar 0,77 persen. Kontraksi terutama 

disebabkan oleh turunnya produksi pada lapangan usaha Pertanian, 

Kehutanan, dan Perikanan sebesar 26,24 persen karena pola musiman. 

Beberapa lapangan usaha lainnya yang terkontraksi adalah Jasa 

Keuangan (2,35 persen), Pengadaan Listrik dan Gas (2,32 persen), serta 

Jasa Pendidikan (0,23 persen). Sementara itu, pertumbuhan tertinggi 

terjadi pada lapangan usaha Jasa Lainnya sebesar 6,63 persen. 

Lapangan usaha Industri Pengolahan dan Perdagangan Besar-Eceran, 

Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang memiliki peran dominan juga 

mengalami pertumbuhan masingmasing sebesar 0,91 persen dan 1,39 

persen.  

Tabel 3.1 Laju Pertumbuhan dan Distribusi PDRB Menurut Lapangan 

Usaha (persen) 
 

Lapangan Usaha Laju Pertumbuhan 

Atas Dasar Harga 

Konstan 2010 

Distribusi Atas Dasar 

Harga Berlaku 

2022 2023 2024 2022 2023 2024 

A. Pertanian, 

Kehutanan dan 

Perikanan  

1,85 2,25 0.07 11,11 11,04 10.66 

B. Pertambangan dan 

Penggalian  

-7,09 1,71 -0.63 4,38 3,81 3.58 

C. Industri Pengolahan  6,27 4,08 5.4 30,58 30,51 30.85 

D. Pengadaan Listrik 

dan Gas  

7,51 23,70 6.92 0,29 0,35 0.35 

E. Pengadaan Air, 

Pengelolaan 

2,26 2,92 2.44 0,09 0,09 0.08 
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Lapangan Usaha Laju Pertumbuhan 

Atas Dasar Harga 

Konstan 2010 

Distribusi Atas Dasar 

Harga Berlaku 

2022 2023 2024 2022 2023 2024 

Sampah, Limbah 

dan Daur Ulang  

F. Konstruksi  6,30 5,1 6.9 9,04 8,92 8.97 

G. Perdagangan Besar 

dan Eceran, 

Reparasi Mobil dan 

Sepeda Motor  

6,87 5,74 4.54 18,67 18,91 18.81 

H. Transportasi dan 

Pergudangan  

19,49 13,29 9.5 3,53 4,05 4.17 

I. Penyediaan 

Akomodasi dan 

Makan Minum  

9,34 8,05 6.98 5,64 5,86 5.99 

J. Informasi dan 

Komunikasi  

4,53 6,59 6.42 4,97 4,93 4.94 

K. Jasa Keuangan dan 

Asuransi  

2,33 3,81 3.91 2,66 2,61 2.56 

L. Real Estat  4,55 2,69 2.91 1,64 1,57 1.52 

M. Jasa Perusahaan  5,18 8,27 7.88 0,78 0,81 0.83 

N. Administrasi 

Pemerintahan, 

Pertahanan    dan 

Jaminan Sosial 

Wajib  

0,26 0,04 7.78 2,14 2,04 2.15 

O. Jasa Pendidikan  0,85 4,92 4.82 2,48 2,46 2.43 

P. Jasa Kesehatan dan 

Kegiatan Sosial  

2,30 3,82 5.52 0,69 0,68 0.68 
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Lapangan Usaha Laju Pertumbuhan 

Atas Dasar Harga 

Konstan 2010 

Distribusi Atas Dasar 

Harga Berlaku 

2022 2023 2024 2022 2023 2024 

Q. Jasa Lainnya  12,44 9,25 8.58 1,30 1,38 1.42 

R. Produk Domestik 

Regional Bruto  

5,34 4,95 4.93 100,00 100,00 100,00 

Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Timur, 2024. 

3.1.2 Perkiraan Makro Ekonomi Kabupaten Lamongan Tahun 2025 

Perekonomian Lamongan berdasarkan besaran Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku tahun 2024 mencapai Rp 

52,08 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 32,19 triliun. 

Ekonomi Lamongan tahun 2024 mengalami percepatan 

pertumbuhan sebesar 4,81 persen setelah sebelumnya tumbuh di tahun 

2023 sebesar 4,28 persen. Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Transportasi 

dan Pergudangan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 12,24 persen. 

Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT 

mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 13,81 persen. 

Ekonomi Lamongan tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 

4,81 persen dibandingkan tahun 2023. Ekonomi Lamongan tumbuh lebih 

cepat dibandingkan tahun 2023 yang tumbuh sebesar 4,28 persen. 

Pertumbuhan terjadi pada hampir semua lapangan usaha diatas 5 persen, 

kecuali Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan 

Penggalian; serta Pengadaan Listrik dan Gas yang hanya tumbuh masing-

masing sebesar 0,11 persen; 0,52 persen dan 3,73 persen. 

Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan cukup tinggi yaitu 

lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 12,24 persen. 

Selain itu, pertumbuhan cukup tinggi lainnya pada lapangan usaha 

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 9,79 persen. Sementara 

itu, pertumbuhan lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, 

Limbah dan Daur Ulang juga tumbuh cukup tinggi, yaitu sebesar 9,47 

persen. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan cukup tinggi 
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selanjutnya adalah lapangan usaha Jasa lainnya yang tumbuh sebesar 

9,32 persen. Lapangan usaha Pengadaan Jasa Perusahaan tumbuh sebesar 

8,44 persen.  

Struktur PDRB Lamongan atas dasar harga berlaku tahun 2024 

masih didominasi oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan 

Perikanan sebesar 30,10 persen. Selama 3 (tiga) tahun terakhir, lapangan 

usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mendominasi struktur PDRB 

menurut lapangan usaha dengan kontribusi di atas 30 persen. Namun, tren 

kontribusinya terlihat semakin menurun dari tahun ke tahun. Lapangan 

usaha lainnya yang memiliki peran dominan antara lain Perdagangan Besar 

dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 19,80 persen; 

Industri Pengolahan sebesar 12,23 persen; Konstruksi sebesar 11,50 

persen; serta Informasi dan Komunikasi sebesar 7,40. Besaran kontribusi 

Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Industri 

Pengolahan; Konstruksi; dan Informasi dan Komunikasi terlihat semakin 

meningkat selama tiga tahun terakhir. Kontribusi dari 5 (lima) lapangan 

usaha yakni Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Industri Pengolahan; 

Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; 

Konstruksi; serta Informasi dan Komunikasi mencapai 81,03 persen dari 

total PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2024. 

Terkait perencanaan Pembangunan di Tahun 2025, Transformasi 

ekonomi Pemerintah kabupaten lamongan akan memanfaatkan kekuatan 

maritim terutama daerah pantura,  dengan menggabungkan pengelolaan 

sumber daya laut yang lebih baik. Oleh karena itu sangat penting bagi 

Kabupaten lamongan untuk memiliki perencanaan dan implementasi 

kebijakan yang sesuai terkait dengan sektor kelautan yang disebut 

Ekonomi Biru.  Indeks Ekonomi Biru Indonesia dibangun berdasarkan 3 

pilar yang menjadi pilar utama komponen pembangunan berkelanjutan. 

Ketiga pilar tersebut adalah ekonomi, sosial, dan lingkungan  dengan 

beberapa subsektor dan indikator yang mewakili setiap pilar. Selain 3 pilar 

tersebut, ada tambahan dua indikator penting yaitu Teknologi dan Tata 

Kelola yang berfungsi sebagai pemungkin (enabler) yang akan mendukung 

percepatan sektor ekonomi biru. 
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Lapangan usaha lainnya yang memiliki peran dominan antara lain 

Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 

19,71 persen, Industri Pengolahan sebesar 11,74 persen; Konstruksi 

sebesar 11,24 persen; serta Informasi dan Komunikasi sebesar 7,29. 

Besaran kontribusi Industri Pengolahan dan Perdagangan Besar dan 

Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terlihat semakin meningkat 

selama tiga tahun terakhir. Disamping itu, lapangan usaha Konstruksi dan 

Informasi dan Komunikasi cenderung konstan. Kontribusi dari lima 

lapangan usaha yakni Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Industri 

Pengolahan; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda 

Motor; Konstruksi; serta Informasi dan Komunikasi mencapai 81, 52 persen 

dari total PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2024. 

Tabel 3.2 Laju Pertumbuhan dan Distribusi PDRB Menurut Lapangan 

Usaha (persen) 

Lapangan Usaha 

Laju 

Pertumbuhan 

Tahun 2024  

Distribusi 

Tahun 

2024 (%) 

A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan  
0.11 30.1 

B. Pertambangan dan Penggalian  
0.52 1.63 

C. Industri Pengolahan  
7.66 12.23 

D. Pengadaan Listrik dan Gas  
3.73 0.07 

E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, 

Limbah dan Daur Ulang  
9.47 0.11 

F. Konstruksi  
8.04 11.5 

G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi 

Mobil dan Sepeda Motor  
5.08 19.8 

H. Transportasi dan Pergudangan  
12.24 1.14 

I. Penyediaan Akomodasi dan Makan 

Minum  
9.79 1.98 
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Lapangan Usaha 

Laju 

Pertumbuhan 

Tahun 2024  

Distribusi 

Tahun 

2024 (%) 

J. Informasi dan Komunikasi  
6.6 7.4 

K. Jasa Keuangan dan Asuransi  
6.02 2.07 

L. Real Estat  
5.85 2.32 

M, N.      Jasa Perusahaan  8.44 0.28 

O.   Administrasi Pemerintahan, Pertahanan    

dan Jaminan Sosial Wajib  5.77 3.83 

P.            Jasa Pendidikan  6.82 2.54 

Q.           Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial  8.77 0.99 

R,S,T,U. Jasa Lainnya  9.32 1.99 

Produk Domestik Regional Bruto  4.81  100 

Sumber : BPS Kab. Lamongan, 2024. 

Dengan melihat kondisi perekonomian yang dicapai pada tahun 2024 

dan masalah yang diperkirakan dihadapi pada tahun 2025, maka 

tantangan dan prospek perekonomian daerah yang akan dihadapi pada 

tahun 2025 adalah sebagai berikut : 

1. Kebijakan fiskal dari Pemerintah Pusat 

Adanya kebijakan desentralisasi fiskal kepada Pemerintah 

Daerah berpotensi meningkatkan pendapatan daerah begitu 

juga tanggungjawab daerah dalam melaksanakan belanja daerah 

yang lebih efisien dan efektif perlu ditingkatkan dengan 

menyelaraskan kinerja masing-masing PD. Selain itu kebijakan 

fiskal yang ketat menjadi faktor ketidakpastian dalam penentuan 

alokasi-alokasi di daerah. Adapun pada Tahun 2025 ini telah 

dilaksanakan efisiensi anggaran sehingga pendapatan transfer 

ke daerah juga berkurang. 

2. Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan 
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Permasalahan kemiskinan menjadi permasalahan global yang 

tidak hanya dihadapi oleh Kabupaten Lamongan. Oleh 

karenanya dalam menangani permasalahan kemiskinan 

diperlukan pendekatan terpadu dan komprehensif dari berbagai 

sektor/dinas di Kabupaten Lamongan. Tidak hanya itu, 

pemerintah Kabupaten Lamongan juga perlu melakukan 

sinkronisasi dengan berbagai program pengentasan kemiskinan 

yang lain, baik dari pemerintah provinsi maupun pemerintah 

pusat. 

3. Peningkatan Penanganan Pengangguran 

Bertambahnya angka angkatan kerja yang belum diimbangi 

dengan penciptaan lapangan pekerjaan, tingkat pendidikan yang 

tinggi serta ketrampilan/keahlian yang berdaya saing akan 

meningkatkan angka pengangguran seiring dengan tuntutan 

perkembangan ekonomi global yang semakin tinggi.  

4. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat 

Semakin tingginya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan 

kesehatan,menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk 

memenuhinya dengan semakin meningkatkan mutu dan 

standar pelayanan kesehatan. Pembangunan kesehatan 

ditingkatkan dengan menyeimbangkan upaya promosi dan 

pencegahan (preventif) serta upaya pengobatan (kuratif) dan 

rehabilitatif dalam rangka meningkatkan akses masyarakat 

menuju pelayanan kesehatan universal dan berkualitas, 

diantaranya melalui BPJS Kesehatan yang dapat dijangkau 

masyarakat tidak mampu.. 

5. Peningkatan Daya Saing Daerah 

Sebagai upaya memperkuat kualitas pertumbuhan ekonomi 

yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, 

diperlukan upaya-upaya yang bisa menggerakkan kegiatan 

ekonomi di sektor pariwisata, ekonomi kreatif dan 

pengembangan ekonomi lokal dimulai dari penumbuhan jumlah 
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wirausaha yang berkelanjutan. Selain itu terlepas dari 

dukungan APBD juga perlu disertai dukungan koperasi dan 

kemitraan dengan BUMN dan BUMD melalui program CSR 

sebagai lembaga penguat tumbuhnya usaha mikro bagi 

wirausahawan pemula.   

6. Perbaikan Kualitas Pelayanan Publik 

Untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, 

Pemerintah menerapkan sistem pelayanan terpadu satu pintu 

(PTSP), gerakan menjemput bola ke Kecamatan dan membuka 

pelayanan di pusat kegiatan kota alun-alun setiap Minggu pagi. 

Selain itu, juga mengembangkan berbagai instrumen penilaian 

kinerja pelayanan publik serta secara rutin memberikan 

penghargaan kepada unit pelayanan publik yang berkinerja 

baik. 

7. Pembangunan Sarana dan Prasarana 

Struktur tanah yang lembek dan labil di Kabupaten Lamongan 

mempengaruhi kondisi fisik sarana dan prasarana daerah. 

Infrastruktur jalan memiliki usia fisik yang relatif pendek dari 

seharusnya, ditambah lagi dengan bencana banjir yang kerap 

melanda beberapa kecamatan di Kabupaten Lamongan 

membuat infrastruktur jalan rentan terhadap kerusakan. 

Pembangunan infrastruktur yang terdiri dari konektivitas, 

ketahanan energi, sumber daya air, perumahan dan 

permukiman, serta pengembangan kerjasama pemerintah dan 

swasta, terus ditingkatkan untuk menunjang pembangunan di 

segala bidang. 

8. Pemerataan kualitas pendidikan dan kesehatan serta 

prasarana pendukungnya 

Adanya ketimpangan terhadap akses dan kualitas pelayanan 

pendidikan dan kesehatan di kecamatan-kecamatan. Pendidikan 

dan kesehatan ini nantinya akan mempengaruhi Indeks 
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Pembangunan Manusia yang merupakan salah satu tolok ukur 

kesejahteraan masyrakat. 

9. Peningkatan investasi daerah 

Kondisi perekonomian Indonesia yang terus mengalami 

peningkatan inflasi serta kenaikan harga Bahan Bakar Minyak 

(BBM) dan Tarif Dasar Listrik (TDL) berimbas pada naiknya 

harga barang secara umum. Kondisi demikian dapat memicu 

penurunan daya beli masyarakat sehingga nantinya akan 

mempengaruhi investasi produktif di Kabupaten Lamongan. 

Selain itu upah tenaga kerja yang tinggi juga membuat investor 

enggan untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Lamongan. 

3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 

Daerah disebutkan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah adalah 

keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, 

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, 

dan pengawasan keuangan daerah. 

Berikutnya pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan 

secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung 

jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatuhan, manfaat 

untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan perundang-undangan 

yang berlaku. 

Efektifitas Kebijakan, program dan kegiatan pembangunan 

yang tertuang dalam perubahan RKPD Tahun 2025 sebagai 

pelaksanaan agenda RPJMD 2021-2026, tidak terlepas dari 

kapasitas anggaran yang dapat terkelola oleh pemerintah daerah. 

Untuk itu, kebutuhan belanja pembangunan daerah selalu 

mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah salah satu penopang 

strategis dalam implementasi RKPD, yang akan selalu 

berdampingan dengan sumber-sumber  pendanaan non APBD, 
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seperti APBN, CSR, dan kontribusi dari pelaku usaha yang ada di 

Kabupaten Lamongan. 

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah 

dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yang terdiri atas pendapatan 

daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (penerimaan dan 

pengeluaran pembiayaan daerah). Keuangan daerah dikelola sesuai 

dengan peraturan perundangan yang berlaku dengan menganut 

asas tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung 

jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan 

manfaat untuk masyarakat. 

Kebijakan anggaran didasarkan pada tujuan pembangunan 

daerah, sehingga arah kebijakan belanja memperhatikan efektivitas 

dan efisiensi belanja daerah, melalui pemanfaatan sesuai prioritas 

daerah (money follow program prioritas), pengelolaan belanja 

daerah berbasis kinerja (performance based), sehingga setiap 

belanja akan bermuara untuk mendukung capaian indikator 

kinerja utama tahun 2025.  

Mempedomani tema pembangunan Kabupaten Lamongan di 

tahun 2025, maka alokasi pendanaan untuk program prioritas 

tahunan maupun program non prioritas yang telah direncanakan 

diharapkan dapat dilaksanakan dan terealisasi dengan baik. 

Anggaran kinerja Tahun 2025  mengutamakan upaya pencapaian 

hasil kegiatan atau output dari rencana alokasi biaya atau input 

yang ditetapkan dengan memperhatikan kondisi semua komponen 

keuangan. Efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas 

merupakan prinsip pengelolaan keuangan yang dilakukan 

diantaranya dengan mengefektifkan fungsi pengawasan serta 

upaya-upaya penghematan sehingga dana yang terbatas dapat 

dimanfaatkan secara maksimal untuk kegiatan pembangunan dan 

pemerintahan serta berdampak pada peningkatan kesejahteraan 

masyarakat dan keberlanjutan pembangunan.  
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Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, 

keuangan daerah memiliki peran yang sangat penting karena 

dalam membiayai pelaksanaan pembangunan dan 

penyelenggaraan pemerintah tergantung pada kemampuan 

keuangan daerah sehingga dalam merumuskan arah kebijakan 

keuangan harus dilakukan dengan cermat, terukur dan terarah 

agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah 

dapat berjalan sebagaimana mestinya. Pengelolaan keuangan 

daerah meliputi perencanaan, pelaksanaan penatausahaan, 

pelaporan pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan. 

Selain pendanaan dari APBD, terdapat sumber pendanaan 

lainnya antara lain Dana Transfer Daerah yang bersumber dari 

APBN (Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi 

Hasil, Dana Desa), swadaya masyarakat dan kontribusi pelaku 

usaha (Coorporate Social Responsibility). Disisi lain, dana transfer 

yang diberikan kepada daerah masih belum mampu mendukung 

program kegiatan pemerintah daerah didalam menjalankan 

kewenangan yang diberikan karena sifatnya tidak fleksibel belum 

bisa menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah. 

Oleh sebab itulah penyerapan dana transfer ke daerah dan dana 

desa masih tergolong rendah. 

Kebijakan keuangan Kabupaten Lamongan Tahun 2025 

disusun tetap dalam rangka mewujudkan arah kebijakan 

pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lamongan 

Tahun 2021-2026, tidak lepas dari kemampuan keuangan daerah 

yang merupakan salah satu faktor penting dalam pelaksanaan 

pembangunan di Kabupaten Lamongan. Kebijakan fiskal 

Kabupaten Lamongan di tahun 2025 diarahkan pada upaya 

mengelola keuangan daerah dengan baik dengan menjaga 

keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi 

dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam 

memanfaatkan potensi pembiayaan daerah. 
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Dalam pelaksanaan pembangunan daerah, arah kebijakan 

ekonomi Kabupaten Lamongan Tahun 2025 diselaraskan dengan 

kebijakan ekonomi nasional dan provinsi sebagaimana termuat 

dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 

dan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKP) Provinsi 

Jawa Timur Tahun 2025. Kebijakan perekonomian Kabupaten 

Lamongan juga mengacu pada perencanaan RPJMD Tahun 2021-

2026 yang disusun dengan tujuan untuk mengimplementasikan 

program serta dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah 

ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi makro yang ada. 

Kebijakan perekonomian Kabupaten Lamongan juga dipengaruhi 

oleh dinamika perkembangan ekonomi nasional dan global 

sehingga asumsi perekonomian Kabupaten Lamongan Tahun 2025 

mempertimbangkan hasil analisis terhadap kinerja perekonomian 

global, nasional dan daerah pada tahun sebelumnya. 

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah 

Dalam pengelolaan anggaran pendapatan daerah harus 

diperhatikan  upaya untuk peningkatan pendapatan pajak dan 

retribusi daerah tanpa harus menambah beban bagi masyarakat. 

Pendapatan daerah dalam struktur APBD masih merupakan elemen 

yang cukup penting peranannya baik untuk mendukung 

penyelenggaraan pemerintahan maupun pemberian pelayanan 

kepada masyarakat. Pertumbuhan komponen Pajak Daerah, 

Retribusi Daerah dan Hasil Perusahaan Daerah akan menjadi 

faktor penting dalam mendorong pertumbuhan Pendapatan Asli 

Daerah (PAD). Sedangkan untuk Dana Perimbangan, komponen     

Bagi Hasil Pajak serta komponen Bantuan Keuangan Provinsi 

adalah dua unsur yang cukup penting dalam mendorong 

pertumbuhan Dana Perimbangan yang akan diperoleh nantinya. 

Kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah 

sebagaimana termuat dalam Kebijakan Umum Anggaran 

Kabupaten Lamongan Tahun 2025 diarahkan untuk mendorong 

peningkatan pendapatan daerah melalui mobilisasi pendapatan 
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asli daerah dan penerimaan daerah lainnya. Pendapatan daerah 

yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur 

secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum 

penerimaannya. 

Kebijakan pengelolaan pendapatan di daerah terdiri dari 

Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain 

Pendapatan yang sah. Pendapatan Asli Daerah merupakan 

pendapatan berdasarkan kemampuan dan potensi daerah yang 

akan berpengaruh pada kualitas otonomi daerah dimana jika 

pendapatan asli daerah ini sudah besar akan mengurangi 

ketergantungan dengan pemerintah pusat. Sedangkan dana 

perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal 

dari Pemerintah Pusat untuk mendukung pelaksanaan kewenangan 

Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan otonomi daerah 

utamanya.  

Pendapatan daerah Kabupaten Lamongan pada Perubahan 

RKPD tahun 2025 ini berkurang Rp.12.737.016.100,00. dengan 

rincian sebagai berikut : 

Tabel 3.3 Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 

  
Nomor 

Uraian APBD 2025 
Perubahan APBD 

2025 

Bertambah/ 

Berkurang 

1 2 3 4 5 

1 

PENDAPATAN 

DAERAH 
3.250.100.600.000,00 3.237.363.583.900,00 -12.737.016.100,00 

1.1 

PENDAPATAN 

ASLI DAERAH 

(PAD) 

670.316.995.229,00 682.224.264.129,00 11.907.268.900,00 

1.1.1 Pajak Daerah 273.292.187.389,00 270.541.595.119,00 -2.750.592.270,00 

1.1.2 Retribusi Daerah 18.624.769.000,00 312.054.524.088,00 293.429.755.088,00 

1.1.3 

Hasil 

Pengelolaan 

Kekayaan 

Daerah yang 

Dipisahkan 

25.566.717.826,00 19.128.785.588,10 -6.437.932.237,90 
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Nomor 

Uraian APBD 2025 
Perubahan APBD 

2025 

Bertambah/ 

Berkurang 

1 2 3 4 5 

1.1.4 

Lain-lain PAD 

yang sah 
352.833.321.014,00 80.499.359.333,90 -272.333.961.680,10 

1.2 

PENDAPATAN 

TRANSFER 
2.579.783.604.771,00 2.555.139.319.771,00 -24.644.285.000,00 

1.2.1 

Pendapatan 

Transfer 

Pemerintah 

Pusat 

2.457.499.405.000,00 2.417.919.754.000,00 -39.579.651.000,00 

1.2.2 

Pendapatan 

Transfer Antar 

Daerah 

122.284.199.771,00 137.219.565.771,00 14.935.366.000,00 

1.3 

LAIN-LAIN 

PENDAPATAN 

DAERAH YANG 

SAH 

          0,00            0,00                             -    

1.3.1 

Pendapatan 

Hibah 
0,00  0,00                             -    

1.3.2 Dana Darurat 0,00  0,00                             -    

1.3.3 

Lain-lain 

Pendapatan 
0,00  0,00                             -    

 

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah 
 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara, disebutkan bahwa penerapan anggaran berbasis 

prestasi kerja harus diupayakan untuk memperbaiki proses 

penganggaran di sector publik. Sistem anggaran berbasis prestasi 

kerja/hasil memerlukan kriteria pengendalian kinerja dan evaluasi 

serta untuk menghindari duplikasi dalam penyusunan rencana 

kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga/perangkat 

daerah. 

Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang 

efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah (PD) 

dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang 

menjadi tanggung jawabnya. Alokasi anggaran belanja yang 
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direncanakan oleh setiap PD harus terukur yang diikuti dengan 

peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan 

masyarakat. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah, arah kebijakan Belanja Daerah harus diarahkan untuk 

peningkatan kualitas Belanja Daerah. Perbaikan kualitas Belanja 

Daerah tersebut dilakukan mulai dari penganggaran Belanja 

Daerah, simplifikasi dan sinkronisasi program prioritas Daerah 

dengan prioritas nasional, serta penJrusunan Belanja Daerah yang 

didasarkan atas standar harga (belanja operasi dan tunjangan 

kinerja Daerah) dan analisis standar belanja. Selain itu, penguatan 

disiplin Belanja Daerah dilakukan dengan pengaturan alokasi 

Belanja Daerah, seperti kewajiban untuk memenuhi porsi tertentu 

atas jenis belanja tertentu, baik yang dimandatkan oleh ketentuan 

peraturan perundang-undangan maupun dalam Undang-Undang 

ini, serta optimalisasi penggunaan SiLPA berbasis kinerja. 

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah diarahkan diarahkan 

pada:  

1. Menopang proses pembangunan daerah yang 

berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi daerah; 

2. Menjamin ketersediaan pendanaan pelayanan dasar 

secara memadai bagi kesejahteraan masyarakat, 

dengan memberikan fokus pembiayaan secara 

proporsional; 

3. Menjamin ketersediaan pendanaan, khususnya untuk 

membiayai program pembangunan yang memiliki 

potensi besar bagi penyerapan tenaga kerja dan 

pengurangan kemiskinan; 

4. Meminimalkan resiko fiskal, sehingga kesinambungan 

anggaran daerah dapat  terjamin; 

5. Peningkatan akuntabilitas dan transparans pengelolaan 

anggaran serta peningkatan partisipasi masyarakat 
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dalam proses penyusunan perencanaan dan 

penganggaran. 

 Belanja daerah Kabupaten Lamongan pada Perubahan 

RKPD tahun 2025 ini bertambah sebesar Rp.20.845.639.516,76 

dengan rincian sebagai berikut : 

 

Tabel 3.4 Perubahan  Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 

Nomor Uraian APBD 2025 
Perubahan APBD 

2025 

Bertambah/ 

Berkurang 

1 2 3 4 5 

2 
BELANJA 3.260.100.600.000,00 3.280.946.239.516,76 20.845.639.516,76 

2.1 
BELANJA OPERASI 2.281.819.159.116,00 2.247.126.810.682,77 -34.692.348.433,23 

2.1.1 Belanja Pegawai 1.327.258.367.824,11 1.250.099.175.586,48 -77.159.192.237,63 

2.1.2 Belanja Barang dan 

Jasa 
786.772.261.391,89 792.027.622.661,29 5.255.361.269,40 

2.1.3 Belanja Bunga 0 1.150.000.000,00 1.150.000.000,00 

2.1.5 Belanja Hibah 154.359.129.900,00 190.420.612.435,00 36.061.482.535,00 

2.1.6 Belanja Bantuan 

Sosial 
13.429.400.000,00 13.429.400.000,00 - 

2.2 BELANJA MODAL 265.582.019.226,00 423.272.343.303,00 157.690.324.077,00 

2.2.2 Belanja Modal Tanah 5.692.679.800,00 5.693.500.000,00 820.200,00 

2.2.3 Belanja Modal 

Peralatan dan Mesin 
58.131.247.138,00 64.839.194.758,00 6.707.947.620,00 

2.2.4 Belanja Modal 

Gedung dan 

Bangunan 

27.746.062.326,00 37.492.178.529,00 9.746.116.203,00 

2.2.5 Belanja Modal Jalan, 

Jaringan, dan Irigasi 
173.218.131.462,00 312.844.723.916,00 139.626.592.454,00 

2.2.6 Belanja Modal Aset 

Tetap Lainnya 
668.898.500,00 2.270.096.100,00 1.601.197.600,00 

2.2.7 Belanja Modal Aset 

Lainnya 
125.000.000,00 132.650.000,00 7.650.000,00 

2.3 BELANJA TIDAK 

TERDUGA 
10.000.000.000,00 5.000.000.000,00 -5.000.000.000,00 
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Nomor Uraian APBD 2025 
Perubahan APBD 

2025 

Bertambah/ 

Berkurang 

2.3.1 Belanja Tidak 

Terduga 
10.000.000.000,00 5.000.000.000,00 -5.000.000.000,00 

2.4 BELANJA 

TRANSFER 
702.699.421.658,00 605.547.085.530,99 -97.152.336.127,01 

2.4.1 Belanja Bagi Hasil 24.228.199.158,00 24.172.363.030,99 -55.836.127,01 

2.4.2 Belanja Bantuan 

Keuangan 
678.471.222.500,00 581.374.722.500,00 -97.096.500.000,00 

  Total Surplus/ 

Defisit 
-43.582.655.616,76   - 

     

Adapun Penambahan Belanja Daerah pada Perubahan RKPD 

Tahun 2025, antara lain digunakan untuk membiayai : 

1. Percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah 

2. Penanggulangan Banjir dan bencana lainnya 

3. Peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan 

4. Peningkatan Pelayanan Publik 

5. Pemeliharaan PJU 

6. Dukungan Kebijakan Pusat yang dicanangkan di Tahun 2025 

 

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah 

Komponen pembiayaan daerah penggunaannya diarahkan 

untuk menutup beban hutang atau kewajiban kepada pihak ketiga, 

dan apabila memungkinkan dapat pula dialokasikan untuk 

pembentukan dana cadangan, penyertaan modal kepada BUMD 

atau investasi daerah lainnya dalam rangka menciptakan 

kemandirian usaha dan pemberian pinjaman daerah. Sehingga 

pada akhirnya tetap diupayakan anggaran yang berimbang setelah 

pembiayaan. 

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah akan difokuskan 

untuk pembiayaan pembangunan yang berorientasi kepada 

masyarakat, sedangkan pembiayaan dalam rangka pemenuhan 

kebutuhan aparatur lebih pada fungsi-fungsi pemerintah yaitu 
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sebagai fasilitator pembangunan. Adapun beberapa langkah yang 

perlu diupayakan diantaranya adalah: 

1. Mensinergikan alokasi belanja dari berbagai sumberdana 

pembiayaan program dan kegiatan, agar semaksimal mungkin 

dapat mendukung pencapaian target yang ditetapkan pemerintah 

pusat pada masing-masing urusan; 

2. Mengevaluasi efektivitas pelaksanaan belanja hibah agar 

kemampuan keuangan yang ada semaksimal mungkin dapat 

dimanfaatkan untuk pembangunan; 

3. Penyusunan anggaran belanja daerah yang dituangkan dalam 

program dan kegiatan harus didasarkan pada asas manfaat dan 

data capaian kinerja. 

Pengeluaran pembiayaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Perubahan Tahun 2025 direncanakan tetap. 

Tabel 3.5 Proyeksi Perubahan  Pembiayaan  Daerah Tahun 

Anggaran 2025 

Nomor Uraian APBD 2025 
Perubahan APBD 

2025 

Bertambah/ 

Berkurang 

1 2 3 4 5 

3  PEMBIAYAAN        

3.1  PENERIMAAN 

PEMBIAYAAN  
 10,000,000,000  88.549.155.616,77 78.549.155.616,77 

 3.1.1   Sisa Lebih 

Perhitungan 

Anggaran Tahun 

Sebelumnya  

   10,000,000,000  38.549.155.616,70 28.549.155.616,70 

 3.1.2   Penerimaan 

Pinjaman Daerah  
0,00  50.000.000.000,00 50.000.000.000,00 

3.2  PENGELUARAN 

PEMBIAYAAN  
   0,00  0                      -    

3.2.2 Penyertaan Modal 

Daerah  
0,00  0                      -    
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3.2.3  Pembayaran 

Cicilan Pokok 

Utang yang Jatuh 

Tempo  

0,00  0                      -    

   Jumlah 

Pengeluaran 

Pembiayaan  

0,00  0                      -    

  
 Pembiayaan Netto  

     

10.000.000.000,00  
88.549.155.616,77 78.549.155.616,77 

  Sisa Lebih 

Perhitungan 

Anggaran Tahun 

Berkenaan 

0,00  44.966.500.000,01 44.966.500.000,01 
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BAB  IV 

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan 

Penjabaran tujuan dan visi misi Pemerintah Kabupaten 

Lamongan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 

2016-2021. Prioritas pembangunan Kabupaten Lamongan pada 

tahun 2024 merupakan penjabaran tujuan dan visi misi Pemerintah 

Kabupaten Lamongan sebagaimana tertuang dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten 

Lamongan Tahun 2021-2026. Selain itu juga mencakup kebijakan 

yang mendukung prioritas nasional yang berdasarkan tema RKP 

Tahun 2025 yakni “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang 

Inklusif dan Berkelanjutan” dan tema RKPD Provinsi Jawa Timur 

Tahun 2025 yakni “Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 

untuk Mendukung Transfomasi Ekonomi Inklusif dan 

Berkelanjutan”. Maka selanjutnya tema pembangunan Kabupaten 

Lamongan Tahun 2025 adalah: " Menguatkan Stabilitas Sosial 

Ekonomi dan Pengembangan Industri Sektor Unggulan Melalui 

Perluasan Pasar dan Daya Saing Regional”. 

Dengan ditetapkannya tema pembangunan Kabupaten 

Lamongan tersebut, maka tujuan dan sasaran yang hendak dicapai 

pada kerangka perencanaan pembangunan daerah tahun 2025 

harus realistis dan obyektif dengan mempertimbangkan potensi, isu 

strategis permasalahan, hasil kajian dan evaluasi, capaian kinerja 

pembangunan pada tahun sebelumnya serta tingkat kepentingan 

berdasarkan usulan musrenbang. Tujuan dan sasaran 

pembangunan harus memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap 

urusan pemerintah daerah baik urusan wajib maupun urusan 

pilihan dalam mendukung pelaksanaan visi dan misi pembangunan.  

Tujuan dan sasaran pembangunan pembangunan pada 

dasarnya harus selaras dengan tujuan nasional, sebagaimana 

disebutkan dalam pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap 

bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk 
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memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan 

bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 

kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Esensi dasar 

inilah yang dijadikan dasar dalam merencanakan pembangunan, 

baik pembangunan dalam skala nasional maupun skala daerah. 

Visi dan misi, tujuan, dan sasaran merupakan rangkaian 

upaya dalam merealisasikan visi dan misi menjadi program dan 

kegiatan yang dapat dilaksanakan. Dengan kata lain, 

merealisasikan hal yang abstrak menjadi konkret. Visi dan misi 

bermaksud untuk memberi gambaran besar mengenai keadaan 

yang ingin diwujudkan dari/melalui pembangunan daerah. 

Gambaran besar ini harus diperjelas dalam penetapan tujuan.  

Tujuan bermaksud untuk memberi uraian tentang hal-hal yang 

perlu dilakukan untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi. 

Selanjutnya hal-hal yang harus dilakukan tersebut haruslah 

mengarah secara jelas terhadap sasaran yang hendak dicapai. 

Penetapan sasaran bermaksud untuk memberikan pedoman target 

hasil yang hendak dicapai. Visi, misi, tujuan, dan sasaran memiliki 

kriteria pelaksanaan. Kriteria pelaksanaan merupakan tolok ukur 

ketuntasan dalam melaksanakan setiap visi, misi, tujuan, dan 

sasaran. Ketuntasan dalam mengidentifikasi dasar penetapan, 

penetapan rumusan, hingga mengevaluasi hasil capaian kinerja. 

Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 

14 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten 

Lamongan Nomor 3 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten 

Lamongan Tahun 2021-2026 visi Kabupaten Lamongan, yaitu: 

“TERWUJUDNYA KEJAYAAN LAMONGAN YANG BERKEADILAN” 

maka dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Kabupaten 

Lamongan ditetapkan 5 (lima) misi. Adapun tujuan, sasaran, 

strategi dan arah kebijakan pada pelaksanaan masing-masing misi 

diuraikan dalam tabel berikut : 
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Tabel 4.1 Penjabaran Tujuan dan Sasaran kedalam Strategi dan Arah 

Kebijakan Pembangunan 

 

Berikut ini target indikator kinerja daerah tahun 2025 yang 

mendukung pelaksanaan Tujuan dan Sasaran Pembangunan daerah di 

Kabupaten Lamongan, yaitu : 

MISI 1: MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN EKONOMI DAERAH MELALUI 
OPTIMALISASI POTENSI SEKTOR UNGGULAN DAERAH 

Tujuan: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Secara Inklusif Melalui 
Optimalisasi Potensi Sektor Unggulan 

Sasaran Strategi 
Arah Kebijakan 

Pembangunan 

S.1.    Meningkatnya 

Pemberdayaan dan 
Pendapatan 

Masyarakat 

Meningkatkan 

kemandirian dan 
keberdayaan 

masyarakat 
dengan 
pembangunan 

afirmatif yang Pro-
Growth, Pro-Job, 

Pro-Gender dan 
Pro-Poor. 

✓ Penguatan terhadap 

kelompok perempuan dalam 

pembangunan baik dibidang 

ekonomi maupun politik 

✓ Optimalisasi program 

pemberdayaan perempuan 

dalam rangka perkuatan 

ekonomi keluarga 

✓ Optimalisasi platform media 

sosial dan lembaga non 

profit pemberdayaan 

perempuan baik skala lokal, 

regional maupun nasional 

untuk menjangkau lebih 

banyak sasaran 

pemberdayaan perempuan 

✓ Peningkatan kapasitas dan 

optimalisasi pemberdayaan 

petani dan kelembagaan 

kelompok tani 

✓ Optimalisasi fasilitasi 

peningkatan nilai tambah 

produk pertanian dan 

pemasaran produk 

pertanian. 

✓ Peningkatan sarana dan 

prasarana produksi dalam 

rangka menekan biaya 

produksi 

✓ Peningkatan akurasi Data 

Terpadu Tingkat 

Kesejahteraan Sosial (DTKS) 
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MISI 1: MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN EKONOMI DAERAH MELALUI 

OPTIMALISASI POTENSI SEKTOR UNGGULAN DAERAH 

Tujuan: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Secara Inklusif Melalui 

Optimalisasi Potensi Sektor Unggulan 

Sasaran Strategi 
Arah Kebijakan 
Pembangunan 

melalui verifikasi dan 

validasi secara berkala 

✓ Peningkatan pemberdayaan 

bagi Pemerlu Pelayanan 

Kesejahteraan Sosial (PPKS) 

S.2.     Meningkatnya 

Kesejahteraan 
Masyarakat 

✓ Penagnanan Kemiskinan 

secara Terpau melalui 

peningkatan sinergitas 

pemerintah, masyarakat dan 

dunia usaha dalam rangka 

penanganan kemiskinan 

✓ Peningkatan kompetensi 

calon tenaga kerja 

✓ Peningkatan bursa kerja 

baik secara offline maupun 

online serta 

✓ Meningkatkan kemudahan 

akses penduduk terhadap 

dunia kerja 

✓ Perluasan penempatan 

tenaga kerja 

✓ Peningkatan produktivitas 

tenaga kerja 

✓ Peningkatan pengawasan 

dan perlindungan bagi 

tenaga kerja 

✓ Peningkatan kemampuan 

dan kemandirian calon 

transmigran. 

S.3.     Meningkatnya 
Pertumbuhan 

Ekonomi Sektor 
Unggulan 

Mendorong 
kemandirian dan 

peningkatan 
aktivitas ekonomi 
sektor unggulan. 

✓ Mempertahankan Lahan 

Pertanian Berkelanjutan 

  ✓ Peningkatan ketersediaan 

sarana dan prasarana 

produksi pertanian 

S.4.     Meningkatnya 

Belanja Wisatawan 
✓ Minimalisir resiko usaha 

disektor pertanian, baik 

yang disebabkan 

perubahan/anomali iklim 
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MISI 1: MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN EKONOMI DAERAH MELALUI 

OPTIMALISASI POTENSI SEKTOR UNGGULAN DAERAH 

Tujuan: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Secara Inklusif Melalui 

Optimalisasi Potensi Sektor Unggulan 

Sasaran Strategi 
Arah Kebijakan 
Pembangunan 

maupun Organisme 

Pengganggu Tanaman (OPT). 

  
✓ Peningkatan inovasi 

dibidang pertanian 

  
✓ Peningkatan kualitas SDM 

pertanian 

  

✓ Peningkatan sarana dan 

prasarana panen dan pasca 

panen 

  

✓ Peningkatan agroindustri 

untuk peningkatan value 

added produk pertanian. 

  

✓ Penguatan cadangan 

pangan, penganekaragaman 

serta keamanan konsumsi 

pangan masyarakat. 

  
✓ Peningkatan pertumbuhan 

industri terutama IKM 

  

✓ Peningkatan fasilitasi 

perijinan usaha dan non 

usaha bagi industri kecil dan 

menengah 

  
✓ Mendorong berkembangnya 

industri kreatif 

  
✓ Meningkatkan kapasitas 

SDM dan manajemen 

  

✓ Meningkatkan fasilitasi 

permodalan dan pemasaran 

serta kemitraan. 

  
✓ Pengembangan pasar luar 

negeri dan ekspor 

  

✓ Peningkatan distribusi 

bahan kebutuhan pokok 

masyarakat 

  
✓ Peningkatan penggunaan 

produk dalam negeri 

  
✓ Pengembangan pasar daerah 

dan pasar rakyat. 
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MISI 1: MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN EKONOMI DAERAH MELALUI 

OPTIMALISASI POTENSI SEKTOR UNGGULAN DAERAH 

Tujuan: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Secara Inklusif Melalui 

Optimalisasi Potensi Sektor Unggulan 

Sasaran Strategi 
Arah Kebijakan 
Pembangunan 

  
✓ Pengembangan UMKM dan 

Koperasi 

  
✓ Peningkatan infrastruktur 

pendukung wisata 

  

✓ Pengembangan obyek daya 

tarik wisata daerah maupun 

pedesaan 

  ✓ Peningkatan SDM pariwisata 
 

✓ Peningkatan promosi wisata  

S.5.     Meningkatnya 

Realisasi Investasi 

Meningkatkan 
realisasi investasi 
melalui 

kondusivitas iklim 
usaha 

✓ Peningkatan promosi 

investasi 

✓ Peningkatan pelayanan 

perijinan 

 

 

MISI 2: MEWUJUDKAN SDM UNGGUL, BERDAYA SAING DAN 
BERAHKLAK YANG RESPONSIF TERHADAP PERUBAHAN ZAMAN 

Tujuan: Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia yang Berdaya 
Saing 

Sasaran Strategi 
Arah Kebijakan 
Pembangunan 

S.6.    Meingkatnya 
Kualitas dan 

aksesibilitas 
pelayanan dasar 

pendidikan 

Meningkatkan 
kualitas 

penyelenggraan 
layanan 

pendidikan yang 
berkarakter dan 
berkeadilan 

✓ Afirmasi pelayanan 

pendidikan terhadap 

masyarakat miskin 

✓ Peningkatan sarana dan 

prasarana pendidikan 

✓ Peningkatan kualitas SDM 

pendidikan 

✓ Pemerataan tenaga pendidik 

✓ Peningkatan pendidikan luar 

sekolah 

✓ Peningkatan sarana dan 

prasarana perpustakaan 

S.7.    Meningkatnya 
kualitas Kesehatan 

masyarakat 

Meningkatkan 
kualitas dan 

keterjangkauan 
layanan 

kesehatan 

✓ Afirmasi pelayanan 

kesehatan terhadap 

masyarakat miskin 

✓ Peningkatan sarana dan 

prasarana kesehatan 

✓ Peningkatan kualitas SDM 

kesehatan 
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MISI 2: MEWUJUDKAN SDM UNGGUL, BERDAYA SAING DAN 

BERAHKLAK YANG RESPONSIF TERHADAP PERUBAHAN ZAMAN 

Tujuan: Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia yang Berdaya 

Saing 

Sasaran Strategi 
Arah Kebijakan 
Pembangunan 

✓ Peningkatan kesehatan ibu 

dan anak 

✓ Memproporsionalkan jumlah 

tenaga kesehatan 

✓ Peningkatan pencegahan 

penyakit tidak menular dan 

menular 

✓ Pemberdayaan masyarakat, 

kerjasama dan kemitraan 

serta penyehatan lingkungan 

✓ Peningkatan keluarga 

berencana 

S.8.    Meningkatnya 
Kualitas 

Pembangunan 
Kepemudaan 

 
 
 

 
  

Meningkatkan 
keterlibatan 

pemuda dalam 
pembangunan 

daerah dan 
prestasi atlit 
 

 
 

  

✓ Peningkatan sarana dan 

prasarana kepemudaan 

✓ Peningkatan kapasitas 

pemuda dan organisasi 

kepemudaan 

✓ Pemberdayaan pemuda 

✓ Peningkatan sarana dan 

prasarana olah raga 

✓ Memperbanyak pemusatan 

latihan 

✓ Pengembangan organisasi 

keolahragaan 

✓ Memperbanyak even-even 

olah raga 

 

MISI 3: MEWUJUDKAN INFRASTRUKTUR HANDAL DAN BERKEADILAN 

YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN 

Tujuan: Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Infrastruktur 

Daerah yang Ramah Lingkungan 

Sasaran Strategi 
Arah Kebijakan 

Pembangunan 

S.9.    Meningkatnya 
Pembangunan 

Infrastruktur yang 
Berkualitas Dan 

Merata 

Mengakselerasi 
pembangunan 

infrastruktur yang 
terintegrasi untuk 

mendukung 
peningkatan 

✓ Meningkatkan kualitas dan 

kuantitas jalan dan 

jembatan 

✓ Meningkatkan kualitas dan 

kuantitas sarana-prasarana 

perhubungan 
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MISI 3: MEWUJUDKAN INFRASTRUKTUR HANDAL DAN BERKEADILAN 

YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN 

Tujuan: Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Infrastruktur 

Daerah yang Ramah Lingkungan 

Sasaran Strategi 
Arah Kebijakan 
Pembangunan 

ekonomi dan 
mobilitas 

masyarakat. 

✓ Meningkatkan ketersediaan 

air baku 

✓ Meningkatkan pelayanan 

dan kualitas air bersih 

✓ Meningkatkan pelayanan 

sanitasi 

✓ Meningkatkan ketersediaan 

rumah layak huni bagi 

penduduk miskin 

✓ Peningkatan penanganan 

kawasan permukiman 

kumuh 

S.10.   Meningkatnya 

Kualitas Lingkungan 
Hidup Daerah 

Meningkatkan 

konservasi, 
rehabilitasi dan 

menurunkan 
pencemaran 

lingkungan 

✓ Peningkatan  pengendalian 

pencemaran air 

✓ Peningkatan pengendalian 

pencemaran udara 

✓ Peningkatan ruang terbuka 

hijau 

Peningkatan peran serta 
masyarakat dalam pengelolaan 

lingkungan hidup 

S.11.   Meningkatnya 

Kapasitas 
Kesiapsiagaan 

Bencana 

Optimalisasi 

kesiapsiagaan 
bencana 

✓ Meningkatkan kualitas dan 

jumlah desa tanggu bencana 

✓ Optimalisasi mitigasi 

bencana 

✓ Optimalisasi penanganan 

bencana 

✓ Meningkatkan keterlibatan 

stakeholder dalam 

penanganan bencana 

 

 

 

 

 

 

MISI 4: MEWUJUDKAN KEHIDUPAN BERMASYARAKAT YANG 

SEJAHTERA, RELIGIUS-BERBUDAYA, AKTIF DALAM PEMBANGUNAN, 
SERTA LINGKUNGAN YANG AMAN DAN TENTRAM 

Tujuan: Meningkatkan Kesejahteraan dan Harmonisasi Sosial 
Masyarakat yang Memperhatikan Kearifan Lokal 
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Sasaran Strategi 
Arah Kebijakan 

Pembangunan 

S.12.    Meningkatnya 

Toleransi 
 
 

 
 

 
 

  

Meningkatkan 

kondusifitas sosial 
dengan 
berlandaskan nilai 

budaya lokal dan 
nilai religious 

 
 

  

✓ Menjamin kebijakan 

pemerintah telah 

memperhatikan keadilan 

bagi semua pihak 

✓ Menekan penyebaran 

paham-paham radikalisme 

✓ Optimalisasi pemahaman 

wawasan kebangsaan bagi 

masyarakat 

✓ Meningkatkan upaya 

penegakan perda dalam 

mewujudkan keamanan dan 

ketertiban Kabupaten 

Lamongan 

✓ Optimalisasi sosialisasi 

tentang peraturan 

perundang-undangan bagi 

masyarakat 

S.13.    Meningkatnya 

rasa aman 
masyarakat 

✓ Menguatkan budaya gotong 

royong dan tolong menolong 

S.14.    Meningkatnya 
solidaritas 

masyarakat dalam 
bergotong royong 

✓ Melestarikan nilai-nilai 

luhur lokal melalui 

kampanye dan pembelajaran 

mulai level keluarga 

S.15.    Meningkatnya 
Masyarakat 

Berbudaya 

Meningkatnya 
kelestarian seni 

dan budaya 
tradisional 

✓ Peningkatan kualitas 

invetarisasi objek-objek 

kebudayaan yang memiliki 

nilai sejarah dan berharga 

✓ Peningkatan apresiasi 

terhadap seni dan budaya 

✓ Peningkatan kompetensi 

pelaku seni dan budaya 

✓ Peningkatan sarana, 

prasarana dan even 

aktualisasi seni dan budaya 

✓ Menguatkan identitasi dan 

karakter lokalitas Lamongan 

kepada generasi muda 
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MISI 5: MENGHADIRKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG 

DINAMIS SERTA MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK YANG 
BERKUALITAS SEBAGAI UPAYA OPTIMALISASI REFORMASI 

BIROKRASI 

Tujuan: Mengoptimalisasi Reformasi Birokrasi Melalui Peningkatan 
Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan dan Kapasitas Manajemen 

Pemerintahan hingga ke Desa 

Sasaran Strategi Arah Kebijakan 

S.16.   Meningkatnya 

Layanan Publik yang 
Inovatif 

Meningkatkan 

layanan publik 
yang lebih cepat, 

murah berbasis 
teknologi 
informasi dan 

komunikasi yang 
integratif. 

✓ Pengembangan dan penerapan 

teknologi informasi dalam 

manajemen pemerintahan 

✓ Peningkatan penggunaan 

teknologi informasi dalam 

pelayanan publik 

✓ Peningkatan sarana dan prasana 

penunjang pelayanan publik 

✓ Peningkatan pemanfaatan 

tehnologi informasi dalam 

pelayanan publik dan terintegrasi. 

✓ Peningkatan kompetensi SDM 

pelayanan publik 

  

S.17.   Meningkatnya 
Kapasitas (ASN) 

Pemerintah Daerah 
 

  

Meningkatkan 
efisiensi birokrasi dan 

Kapasitas Sumber 
Daya Aparatur yang 

Responsif, Tangguh 
dan Dinamis 

✓ Peningkatan kualifikasi ASN 

✓ Peningkatan kompetensi ASN 

✓ Peningkatan kedisiplinan ASN 

✓ Peningkatan kesejahteraan ASN 

berbasis kinerja 

✓ Akselerasi transformasi ASN yang 

lebih smart, dinamis dan responsif 

✓ Penataan struktur organisasi yang 

proporsional 

✓ Penumbuhan budaya berkinerja 

✓ Peningkatan transparansi dan 

akuntabilitas untuk menuju 

Wilayah Birokrasi Bersih dan 

Melayani 

✓ Peningkatan kerjasama daerah 

✓ Peningkatan kualitas produk 

hukum daerah untuk 

mendukung penyelenggaraan 

pemerintahan 

✓ Peningkatan kualitas 

perencanaan, pengendalian 

dan evaluasi pembangunan 

daerah 
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MISI 5: MENGHADIRKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG 

DINAMIS SERTA MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK YANG 
BERKUALITAS SEBAGAI UPAYA OPTIMALISASI REFORMASI 

BIROKRASI 

Tujuan: Mengoptimalisasi Reformasi Birokrasi Melalui Peningkatan 
Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan dan Kapasitas Manajemen 

Pemerintahan hingga ke Desa 

Sasaran Strategi Arah Kebijakan 

✓ Peningkatan pengelolaan arsip 

daerah 

✓ Peningkatan kualitas pengadaan 

barang dan jasa 

✓ Peningkatan Pendapatan Asli 

Daerah 

✓ Peningkatan Efektivitas Belanja 

Daerah 

✓ Peningkatan pengelolaan Asset 

Daerah 

✓ Peningkatan kualitas laporan 

keuangan daerah 

✓ Peningkatan pengawasan internal 

✓ Peningkatan penyelenggaraan 

SPIP 

S.18.   Meningkatnya 

Manajemen 
Pemerintahan yang 

Handal 

✓ Optimalisasi BUMD 

S.19.   Meningkatnya 
Kemandirian Desa 

Meningkatkan 
kapasitas 

pemerintahan 
desa dan  

peranserta 
masyarakat dalam 

pembangunan 
desa 

✓ Peningkatan kapasitas aparatur 

pemerintah dan masyarakat desa 

✓ Peningkatan sarana dan 

prasarana pedesaan 

  
✓ Peningkatan Keuangan Desa 

✓ Penguatan kelembagaan desa 

✓ Pengembangan potensi-potensi 

ekonomi dan budaya desa 
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Tabel 4.2 Indikator Kinerja Mendukung Tujuan dan Sasaran 

Pembangunan 

MISI 1: MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN EKONOMI DAERAH MELALUI OPTIMALISASI 

POTENSI SEKTOR UNGGULAN DAERAH 

Tujuan: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Optimalisasi 

Potensi Sektor Unggulan 

Sasaran 
Indikator 

Sasaran 
Urusan 

PD  

Penanggung 
Jawab 

Satuan 
Target 

2025 

1.     Meningkatnya 

Pemberdayaan dan 
Pendapatan 

Masyarakat 

1.       Indeks 

Pemberdayaan 
Gender 

Urusan 

Pemberdayaan 
Perempuan dan 

Anak 

Dinas 

Pemberdayaan 
Perempuan dan 

Perlindungan 

Anak 

Indeks 74,03 

2. Nilai Tukar 

Petani (NTP) 

Pertanian; 

Perikanan 

Dinas TPHP; 

Dinas Peternakan 

dan Keswan 

Nilai 104,89 

2. Meningkatnya 
Kesejahteraan 

Masyarakat 

1. Persentase 
PPKS yang 

Meningkat 

Kapasitasnya 

Sosial Dinas Sosial Persen 4,63 

2. Prosentase 

Tingkat 

Pengangguran 
Terbuka (TPT) 

Tenaga Kerja Dinas Tenaga 

Kerja 

Persen 4,63 

3. Indeks Daya 

Beli 

Perdagangan Dinas 

Perindustrian dan 
Perdagangan 

Indeks 0,786 

3. Meningkatnya 
Pertumbuhan 

Ekonomi Sektor 

Unggulan 

1. Prosentase 
Pertumbuhan 

PDRB 

Pertanian, 
Kehutanan, 

dan Perikanan 

Pertanian; 
Kelautan dan 

Perikanan 

Dinas TPHP; 
Dinas Peternakan 

dan Keswan; 

Dinas Perikanan 

Persen 1,25 

2. Prosentase 

Pertumbuhan 

PDRB 
Perdagangan 

Besar dan 

Eceran 

Perdagangan; 

Koperasi dan UM 

Dinas 

Perindustrian & 

Perdagangan: 

Persen 6,62 

Dinas Koperasi 
dan Usaha Mikro 

3. Persentase 

Pertumbuhan 

PDRB Industri 

Pengolahan 

Perindustrian Dinas 

Perindustrian dan 

Perdagangan 

Persen 5,91 

4.Meningkatkan 

Belanja Wisatawan 

Jumlah Tingkat 

Pengeluaran 

Wisatawan 

Pariwisata Dinas 

Kebudayaan dan 

Pariwisata 

Rupiah 

(Rp) 

253.50 
0.000. 

000 

5. Meningkatnya 

Efektivitas Investasi 

Persentase 

Peningkatan 

Realisasi 
Investasi 

Penanaman Modal Dinas 

Penanaman 

Modal dan 
Pelayanan 

Terpadu Satu 

Pintu 

Persen 3 
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MISI 2: MEWUJUDKAN SDM UNGGUL, BERDAYA SAING DAN BERAHKLAK YANG RESPONSIF 

TERHADAP PERUBAHAN ZAMAN 

Tujuan: Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia yang Berdaya Saing 

Sasaran Indikator 

Sasaran 

Urusan PD  

Penanggung 

Jawab 

Satuan Target 

6. Meningkatnya 
Kualitas dan 

aksesibilitas 

pelayanan dasar 
pendidikan 

Indeks 
Pendidikan 

Pendidikan; 
Perpustakaan 

Dinas 
Pendidikan; 

Dinas Kearsipan 

dan 
Perpustakaan 

Daerah 

Indeks 0.643 

7. meningkatnya 
Kualitas dan 

Aksesibilitas 

Kesehatan 
Masyarakat 

Indeks 
Kesehatan 

Kesehatan Dinas Kesehatan; 
RSUD Soegiri; 

RSUD Ngimbang 

Indeks 0.810 

8. Meningkatnya 

Kualitas 
Pembangunan 

Kepemudaan  

Indeks 

Pembangunan 
Pemuda 

Kepemudaan dan 

Olahrga 

Dinas Pemuda 

dan Olahraga 

Indeks 55,1 

 
MISI 3: MEWUJUDKAN INFRASTRUKTUR HANDAL DAN BERKEADILAN YANG BERWAWASAN 

LINGKUNGAN 

Tujuan : Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Infrastruktur Daerah yang Ramah 

Lingkungan 

Sasaran 
Indikator 

Sasaran 
Urusan 

PD Penanggung 

Jawab 
Satuan Target 

8. Meningkatnya 
Pembangunan 

Infrastruktur yang 

Berkualitas Dan 
Merata 

13. Indeks 
Infrastruktur 

Pekerjaan Umum 
dan Penataan 

Ruang 

Dinas PU Bina 
Marga; Dinas PU 

SDA; Dinas 

Perumahan 
Rakyat, Kawasan 

Pemukiman dan 

Cipta Karya 

Indeks 82,83 

9. Meningkatnya 

Kualitas Lingkungan 

Hidup Daerah 

14. Indeks 

Kualitas 

Lingkungan 

Hidup 

Lingkungan Hidup Dinas 

Lingkungan 

Hidup 

Indeks 62,28 

10. Meningkatnya 

Kapasitas 

Kesiapsiagaan 
Bencana 

15. Indeks 

Ketahanan 

Daerah 

Ketentraman, 

Ketertiban dan 

Perlindungan 
Masyarakat 

Badan 

Penanggulangan 

Bencana Daerah 

Indeks 0,66 
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MISI 4: MEWUJUDKAN KEHIDUPAN BERMASYARAKAT YANG SEJAHTERA, RELIGIUS-

BERBUDAYA, AKTIF DALAM PEMBANGUNAN, SERTA LINGKUNGAN YANG AMAN DAN TENTRAM 

Tujuan: Meningkatkan Kesejahteraan dan Harmonisasi Sosial Masyarakat yang Memperhatikan 
Kearifan Lokal 

  

Sasaran 
Indikator 

Sasaran 
Urusan 

PD Penanggung 

Jawab 
Satuan Target 

11. Meningkatnya 
Pelayanan Terhadap 

Masyarakat Pemerlu 

Kesejahteraan Sosial 

16. Persentase 
Peningkatan 

Kapasitas PPKS 

Sosial Dinas Sosial Persen 4,63 

12. Meningkatnya 

Toleransi 

17. Nilai 

Toleransi 

Urusan 

Ketentraman, 

Ketertiban dan 
Perlindungan 

Masyarakat 

Badan Kesatuan 

Bangsa dan 

Politik 

Nilai 76,04 

13. Meningkatnya 
rasa aman 

masyarakat 

18. Nilai 
Stabilitas 

Urusan 
Ketentraman, 

Ketertiban dan 

Perlindungan 
Masyarakat 

Satpol PP Nilai 70,36 

14. Meningkatnya 

solidaritas 
masyarakat dalam 

bergotong royong 

19. Nilai 

Solidaritas 

Sosial Dinas Sosial Nilai 65,66 

15. Meningkatnya 
Masyarakat 

Berbudaya 

20. Indeks 
Pembangunan 

Kebudayaan 

Kebudayaan Dinas 
Kebudayaan dan 

Pariwisata 

Indeks 55,3 

 

MISI 5: MENGHADIRKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG DINAMIS SERTA MEMBERIKAN 

PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS SEBAGAI UPAYA OPTIMALISASI REFORMASI 

BIROKRASI 

Tujuan: Mengoptimalisasi Reformasi Birokrasi Melalui Peningkatan Kepuasan Masyarakat 

terhadap Layanan dan Kapasitas Manajemen Pemerintahan hingga ke Desa 

Sasaran 
Indikator 

Sasaran 
Urusan 

PD Penanggung 

Jawab 
Satuan Target 

16. Meningkatnya 

Layanan Publik yang 
Inovatif 

21. Indeks 

SPBE 

Urusan 

Komunikasi Dan 
Informatika; 

Statistik; 

Persandian 

Dinas 

Komunikasi dan 
Informatika 

Indeks 3,95 
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MISI 5: MENGHADIRKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG DINAMIS SERTA MEMBERIKAN 

PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS SEBAGAI UPAYA OPTIMALISASI REFORMASI 
BIROKRASI 

Tujuan: Mengoptimalisasi Reformasi Birokrasi Melalui Peningkatan Kepuasan Masyarakat 

terhadap Layanan dan Kapasitas Manajemen Pemerintahan hingga ke Desa 

Sasaran 
Indikator 
Sasaran 

Urusan 
PD Penanggung 

Jawab 
Satuan Target 

22. Nilai IKM Kependudukan 

dan Pencatatan 

Sipil; Kewilayahan 

dan Koordinasi; 
Koordinasi dan 

Kebijakan; 

Penanaman 
Modal;Kesehatan; 

Pendidikan; 

Penunjang 
Kedewanan  

Setda Bagian 

Organisasi 

Indeks 85,11 

17. Meningkatnya 

Kapasitas ASN 
Pemerintah Daerah 

23. Indeks 

Profesionalitas 
Aparatur 

Kepegawaian Badan 

Kepegawaian dan 
Pengembangan 

Sumber Daya 

Manusia 

(BKPSDM) 

Indeks 72 

18. Meningkatnya 

Manajemen 
Pemerintahan yang 

Handal 

24. Nilai 

SAKIP 

Penunjang 

Perencanaan; 
Penunjang 

Keuangan; 

Penunjang 

Pengawasan; 
Koordinasi dan 

Kebijakan 

Setda Bagian 

Organisasi; 
Bapenda; BPKAD; 

Inspektorat; 

Setda 

Nilai A 

25. Opini BPK Penunjang 
Keuangan; 

Penunjang 

Pengawasan 

BPKAD; 
Inspektorat 

Nilai WTP 

26. Maturitas 
SPIP 

Urusan Penunjang 
Pengawasan 

Inspektorat Nilai Level 4 

19. Meningkatnya 
Kemandirian Desa 

27. Jumlah 
Desa Mandiri 

Pemberdayaan 
Masyarakat dan 

Desa 

Dinas 
Pemberdayaan 

Masyarakat dan 

Desa 

Persen 281,25% 

 

Dalam upaya mempercepat pelaksanaan pembangunan di daerah 

terutama untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka 

Pemerintah Kabupaten Lamongan juga mendukung pelaksanaan 

pembangunan sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia 

Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di 
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Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo – 

Lamongan, Kawasan Bromo – Tengger – Semeru, serta kawasan selingkar 

Wilis dan Lintas Selatan. Berikut beberapa kegiatan di Kabupaten 

Lamongan yang mendukung Peraturan tersebut diantaranya : 

1. Pengendalian Banjir Kali Lamong Pengembangan Pelabuhan Paciran 

(Lamongan) 

2. Pengembangan Agropolitan dan Penataan Pasar Lamongan - 

Kabupaten Lamongan 

3. Pengembangan Minapolitan Lamongan - Kabupaten Lamongan 

4. Reaktivasi Jalur Kereta Api Tuban (dengan jalur Babat, Tuban, 

Merakurak, Jenu) 

5. Pengembangan SPAM Regional Pantura Kab. Lamongan (Sumber air 

Baku dari sungai Bengawan Solo) 

6. Percepatan Penyelesaian Pembangunan Jabung Ring Dike 

7. Pengembangan KI Brondong – Paciran 

8. Percepatan pembangunan Jalan Lingkar Utara Lamongan 

9. Pembangunan Fly Over Simpang Sebidang Kereta Api di Tambakboyo 

Kabupaten Lamongan (SYC) 

10. Pembangunan drainase Jalan Nasional Arteri Primer (Widang Batas 

Kota Lamongan, JL. Jagung Suprapto, Batas Kota Lamongan Batas 

Kab. Gresik, JL. P. B. Sudirman) 

11. Rehabilitasi Daerah Irigasi Gondang (Kec. Sugio, Kec. Sukodadi, Kec. 

Kembangbahu, Kec. Lamongan, Kec. Tikung) 

12. Pembangunan SPAM Karangbinangun 

13. Percepatan penuntasan Saluran primer Daerah Irigasi Bengawan 

Jero (Lanjutan saluran primer Intake Babat Barrage) 

14. Rehabilitasi Daerah Irigasi Bengawan Jero (Kec. Pucuk, Kec. 

Maduran, Kec. Karanggeneng, Kec. Kalitengah, Kec. Turi, Kec. 

Karangbinangun, Kec. Glagah) 

15. Peningkatan SPAM Brondong 

16. Pembangunan Waduk Pedes Kec. Sambeng dalam rangka ketahanan 

pangan dan pengendalian banjir Kali Lamong 

Sebagai daerah yang memiliki potensi besar dalam bidang Pertanian 

dan Perikanan, maka Pemerintah Kabupaten Lamongan di Tahun 2024 
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ini masih fokus melaksanakan Pengembangan Minapolitan dan 

Agropolitan. Untuk mengukur keberhasilan dalam pelaksanaan 

pembangunan di bidang pertanian dan perikanan tersebut, telah 

ditetapkan indikator NTP sebagai salah satu Indikator Kinerja Daerah 

(IKD) dalam RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026. Nilai 

Tukar Petani (NTP) Kabupaten Lamongan dihitung  pada 5 Sektor yaitu 

Sektor Hortikultura, Sektor Tanaman Pangan, Sektor Perkebunan, 

Sektor Peternakan dan Sektor Perikanan. Untuk mendukung capaian 

Target Nilai Tukar Petani (NTP) yang ditetapkan dalam Rencana Kerja 

Pemerintah (RKP) Tahun 2025 adalah antara 113 hingga 115, 

Pemerintah Kabupaten Lamongan melaksanakan berbagai strategi dan 

inovasi seperti Manajemen Tanam Sehat(MTS), Usaha pengolahan hasil 

ikan, inovasi pakan ternak, danpeningkatan infrastrukrur pertanian, 

peternakan dan perikanan sehingga bisa meningkatkan produksi hasil 

pertanian dan perikanan sehingga target NTP tahun 2025 di RPJMD 

Kabupaten Lamongan sebesar 104,89 dapat tercapai. 

 

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025 

Perumusan prioritas pembangunan dilakukan dengan 

memperhatikan hasil evaluasi kinerja daerah serta proyeksi kerangka 

ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah sebagaimana telah 

dijabarkan sebelumnya. Substansi dokumen RKPD tahun 2025 

mendasarkan dan memperhatikan: 

1. Arah Kebijakan Pemerintah Pusat yang dijabarkan dalam 7 prioritas 

pembangunan nasional; 

2. Arah kebijakan RPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2024-2026 guna 

tercapainya visi dan misi Gubernur sebagaimana ditetapkan dalam arah 

kebijakan dan prioritas pembangunan RKPD Provinsi Jawa Timur tahun 

2025; 

3. Arah kebijakan RPJMD Kabupaten Lamongan tahun 2021-2026 guna 

tercapainya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Lamongan 

sebagaimana ditetapkan dalam arah kebijakan RKPD tahun 2025; 

4. Pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Lamongan pada penyusunan 

RKPD tahun 2025. 
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Keterkaitan tema dan prioritas pembangunan daerah dengan 

Nasional dan Provinsi, adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 4.3 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Nasional dan 

Provinsi 

No. Prioritas Nasional 

2025 

No. Prioritas Jatim 

2025 

No. Prioritas 

Lamongan 

2025 

1. 
Membangun dari desa 
dan dari bawah untuk 

pertumbuhan 
ekonomi, pemerataan 

ekonomi, dan 
pemberantasan 

kemiskinan 

 

1. Pengentasan 

kemiskinan 

menuju 

keadilan dan 

kesejahteraan 

sosial 

1. Peningkatan 

Stabilitas dan 

Kondusifitas 

Sosial 

2. Melanjutkan hilirisasi 

dan mengembangkan 

industri berbasis 

sumber daya alam 

untuk meningkatkan 

nilai tambah di dalam 

neger 

2. Perluasan 

lapangan 

pekerjaan dan 

membangun 

keunggulan 

ekonomi 

2. Penguatan 

Kompetensi 

Tenaga Kerja 

dan 

Kesempatan 

Kerja yang 

Berdaya Saing 

Berskala 

Regional 

3. Memperkuat 

pembangunan 

Sumber Daya 

Manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, 

kesehatan, prestasi 

olahraga, kesetaraan 

gender, serta 

penguatan peran 

perempuan, pemuda 

(generasi milenial dan 

generasi Z), dan 

penyandang 

disabilitas 

3. Peningkatan 

pelayanan dasar 

berkualitas di 

sektor 

pendidikan dan 

kesehatan 

3. Pemutakhiran 

Pelayanan 

Pendidikan 

dan 

Kesehatan 

Berbasis 

Teknologi 

yang adil dan 

merata 
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No. Prioritas Nasional 

2025 

No. Prioritas Jatim 

2025 

No. Prioritas 

Lamongan 

2025 

4. 
Memperkokoh ideologi 
Pancasila, Demokrasi 

dan Hak Asasi 
Manusia (HAM) 

 

4. Pembangunan 

Karakter 

Masyarakat 

yang Berbasis 

nilai-nilai 

Kesalehan 

Sosial, Budi 

Pekerti Luhur 

dan 

Berintegritas 

  

5. 
Melanjutkan 

pengembangan 

infrastruktur dan 

meningkatkan 

lapangan kerja 

yang berkualitas, 

mendorong 

kewirausahaan, 

mengembangkan 

industri kreatif serta 

mengembangkan 

agromaritim industri 

di sentra produksi 

melalui peran aktif 

koperasi 

 

5. Keterpaduan 

Pengembangan 

Wilayah 

4. Stabilisasi dan 

Pemeliharaan 

kualitas 

infrastruktur 

perekonomian, 

ruang publik 

dan 

infrastruktur 

dasar serta 

optimalisasi 

infrastruktur 

Kawasan 

Industri Baru 

dan Realisasi 

Ringroad 

Utara 

6. Memantapkan sistem 
pertahanan 

keamanan negara dan 
mendorong 

kemandirian bangsa 
melalui swasembada 
pangan, energi, air, 

ekonomi syariah, 
ekonomi digital, 

ekonomi hijau, dan 
ekonomi biru 

 

6. Pembangunan 

Sektor 

Pertanian, 

Peternakan, 

Perikanan, 

Kehutanan, 

Perkebunan 

berbasis 

Kerakyatan 

5. Penguatan 

Kualitas dan 

Kuantitas 

Produksi 

Komoditas 

Unggulan, 

UMKM dan 

kemudahan 

akses 

terhadap 

pasar 

elektronik 

7. Pembangunan 

Ekonomi 

Kerakyatan 
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No. Prioritas Nasional 

2025 

No. Prioritas Jatim 

2025 

No. Prioritas 

Lamongan 

2025 

dengan basis 

UMKM, 

Koperasi, MUM 

Desa dan 

Mendorong 

Pemberdayaan 

Pemerintahan 

Desa 

maupun non 

elektronik 

7. 
Memperkuat 

reformasi politik, 

hukum, dan 

birokrasi, serta 

memperkuat 

pencegahan dan 

pemberantasan 

korupsi, narkotika, 

judi, dan 

penyelundupan 

8. Penyelenggaraan 

Pemerintahan 

yang Bersih, 

Efektif dan Anti 

Korupsi 

6. Peningkatan 

Tata Kelola 

Pemerintahan 

yang 

Akuntabel 

8. Memperkuat 

penyelarasan 
kehidupan yang 
harmonis dengan 

lingkungan, alam dan 
budaya, serta 

peningkatan toleransi 
antarumat beragama 

untuk mencapai 
masyarakat yang adil 
dan makmur 

 

9. Menjaga 

Harmoni Sosial 

dan Alam 

dengan 

Melestarikan 

Kebudayaan 

dan Lingkungan 

Hidup 

  

 

Prioritas pembangunan daerah yang telah tersusun akan menjadi 

acuan dan pedoman bagi seluruh PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Lamongan dalam menjabarkan program dan kegiatan tahun 2025. Selain 

itu prioritas pembangunan daerah dimaksudkan juga untuk menjaga 

percepatan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional. 
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 Kategori prioritas perlu dibedakan didasarkan pertimbangan 

mandatori urusannya. Hal-hal yang berkaitan dengan Pedidikan, 

Kesehatan dan Ketentraman Umum senantiasan menjadi prioritas 

sepanjang tahun. Ini dapat disebut sebagai prioritas wajib. Sehingga 

prioritas yang bersifat tematik diarahkan untuk menjawab skenario 

pencapaian Visi-Misi Kepala Daerah. Ini dapat disebut sebagai Prioritas 

Utama. Prioritas utama berkaitan dengan penguatan perekonomian, 

kesejahteraan sosial dan pengembangan infratruktur. Kaidah yang perlu 

diperhatikan adalah tema dan prioritas pembangunan harus bisa 

dituntaskan pada tahun berkenaan, sehingga tahun-tahun berikutnya 

berfokus pada tahapan prioritas selanjutnya, tanpa harus berfikir 

menyelesaikan prioritas tahun sebelumnya yang belum selesai.  

 Arah Kebijakan Pembangunan di Kabupaten Lamongan disusun 

dengan tujuan memberikan pedoman dan arah fokus pembangunan 

tahunan. Dengan mempertimbangan keterbatasan kapasitas fiskal maka 

tema pembangunan tahunan perlu diarahkan dengan dalam prioritas-

prioritas tertentu. Menetapkan prioritas pada tahun tertentu bukan berarti 

urusan lain yang tidak menjadi prioritas tidak dikerjakan. Muatan prioritas 

ini paling tidak tercermin dalam afirmasi alokasi anggaran, dan banyak 

atau sedikitnya kegiatan.  

 Tema dan Arah Kebijakan ini bersifat indikatif, mengingat 

dinamisnya kondisi masa depan yang sarat akan ketidakpastian. Selain itu 

setiap tahunnya pemerintah daerah diwajibkan untuk mempertimbangan 

prioritas tahunan yang diusung oleh Pemerintah Provinsi maupun oleh 

Pemerintah Pusat.  

Prioritas pembangunan Kabupaten Lamongan tahun 2025 disusun 

dengan mempertimbangkan berbagai kebijakan pembangunan baik di 

tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional, yakni: 

1. Komitmen-komitmen nasional, seperti program pembangunan yang 

berkeadilan (penanggulangan kemiskinan dan Sustainable Development 

Goals/SDG’s) sebagaimana tertuang dalam Inpres Nomor 3 Tahun 2010 

dan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Pemerintah 

Daerah sebagaimana tertuang dalam Inpres Nomor 5 Tahun 2004; 
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2. Sasaran pembangunan nasional sebagaimana tercantum RKP Tahun 

2025. 

3. Sasaran Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum dalam RPD 

Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2026; 

4. Arah pembangunan tahap ke - 3 RPJPD Kabupaten Lamongan Tahun 

2005-2025, yaitu memantapkan kemajuan daerah dengan memperluas 

jangkauan jaringan kerja kegiatan ekonomi yang tidak hanya berskala 

regional melainkan juga skala nasional. 

5. Hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah tahun 2024 dan Tahun 2025 

yang menunjukkan berbagai permasalahan dan isu strategis yang 

dihadapi oleh masyarakat Kabupaten Lamongan yang bersifat mendesak 

dan harus segera diatasi pada tahun 2025. 

Pengambilan kebijakan spasial sebagai agenda pembangunan 

wilayah tahun 2025 mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten 

Lamongan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2031. Sesuai dengan tema 

pembangunan Kabupaten Lamongan yaitu Menguatkan Stabilitas Sosial 

Ekonomi dan Pengembangan Industri Sektor Unggulan Melalui Perluasan 

Pasar dan Daya Saing Regional, fokus pembangunan Kabupaten Lamongan 

pada tahun 2025 diarahkan pada Peningkatan Ekonomi melalui 

pemberdayaan UMKM dan pengembangan Ekonomi Kreatif serta upaya 

Penguatan Konektifitas Antar Wilayah dan Pemerataan Pembangunan.
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BAB  V 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH 

 

Rencana program dan kegiatan prioritas merupakan uraian rinci 

yang menjelaskan nama program/kegiatan, indikator kinerja 

program/kegiatan, tahun rencana yang meliputi lokasi, target capaian 

kinerja dan kebutuhan dana/pagu indikatif, klasifikasi program dan 

kegiatan dituangkan secara lengkap dalam matrik rencana program dan 

kegiatan prioritas daerah Kabupaten Lamongan. Rencana program dan 

kegiatan prioritas daerah tahun 2025 merupakan hasil rangkaian proses 

perencanaan dengan menggunakan pendekatan-pendekatan perencanaan 

baik teknokratik, partisipatif, topdown dan bottom-up dan penjabaran dari 

RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 terdiri dari rencana 

program pembangunan daerah yang menunjang secara langsung 

pencapaian visi dan misi Kepala Daerah serta program prioritas dalam 

rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pemenuhan 

pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal 

(SPM). 

Rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun 

berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan dan capaian kinerja yang 

direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas 

diuraikan dari program dan kegiatan yang bermanfaat dan memiliki nilai 

kegunaan tinggi bagi masyarakat secara umum. Oleh karena itu, program 

dan kegiatan prioritas daerah menggerakkan pembangunan secara 

simultan dan saling bersinergi, serta melangkah menuju perbaikan – 

perbaikan, untuk mencapai tujuan dan sasaran serta sesuai dengan 

strategi yang telah ditetapkan. Penyajian Matrik Rencana Program dan 

Kegiatan yang digunakan dalam Bab V ini adalah mengacu kepada :  

(i) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 



 

 

 

 

Perubahan RKPD Kabupaten Lamongan Tahun 2025 

Bab V - 2 

 

Keuangan Daerah serta disandingkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

(ii) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata 

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, 

Tata Cara Evalulasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka  Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;  

Rencana program dan kegiatan prioritas merupakan uraian rinci 

yang menjelaskan nama program/kegiatan, indikator kinerja 

program/kegiatan, tahun rencana yang meliputi lokasi, target capaian 

kinerja dan kebutuhan dana/pagu indikatif, klasifikasi program dan 

kegiatan dituangkan secara lengkap dalam matrik rencana program dan 

kegiatan prioritas daerah Kabupaten Lamongan. Rencana program dan 

kegiatan prioritas daerah tahun 2025 merupakan hasil rangkaian proses 

perencanaan dengan menggunakan pendekatan-pendekatan perencanaan 

baik teknokratik, partisipatif, topdown dan bottom-up dan penjabaran dari 

RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 terdiri dari rencana 

program pembangunan daerah yang menunjang secara langsung 

pencapaian visi dan misi Kepala Daerah serta program prioritas dalam 

rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pemenuhan 

pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal 

(SPM). 

Sehubungan dengan pembagian urusan pemerintahan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai konsekwensi dari 

diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah, dan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 

2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, melalui Peraturan Daerah 

Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan, penyelenggaran urusan 
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pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas 

urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, urusan 

pilihan, urusan penunjang, urusan pendukung, serta urusan kewilayahan 

dilaksanakan melalui Perangkat Daerah sebagai berikut: 

 

A. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 

1. Dinas Pendidikan 

2. Dinas Kesehatan 

3. RSUD Dr. Soegiri 

4. RSUD Ngimbang 

5. Dinas PU Bina Marga 

6. Dinas PU Sumber Daya Air 

7. Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya 

8. Satpol PP 

9. Dinas Sosial 

10. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

 

B. URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR 

1. Dinas Tenaga Kerja 

2. Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak 

3. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 

4. Dinas Lingkungan Hidup 

5. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 

6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 

7. Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 

8. Dinas Perhubungan 

9. Dinas Komunikasi Dan Informatika 

10. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah 

11. Dinas Penanaman Modal & PTSP 

12. Dinas Pemuda Dan Olah Raga 

13. Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan 

14. Dinas Perpustakaan Daerah 

15. Dinas Kearsipan Daerah 
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C. URUSAN PILIHAN 

1. Dinas Perikanan 

2. Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan 

3. Dinas Perindustrian Dan Perdagangan 

 

D. URUSAN PENUNJANG 

1. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan 

Daerah 

2. Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah 

3. Badan Pendapatan Daerah 

4. Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

 

E. URUSAN PENUNJANG 

1. Sekretariat Daerah : 

a. Bagian Tata Pemerintahan 

b. Bagian Kesejahteraan Rakyat 

c. Bagian Hukum 

d. Bagian Kerjasama 

e. Bagian Perekonomian 

f. Bagian Administrasi Pembangunan 

g. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 

h. Bagian Sumber Daya Alam 

i. Bagian Umum 

j. Bagian Organisasi 

k. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan 

l. Bagian Perencanaan dan Keuangan 

2. Sekretariat DPRD 

3. Inspektorat 

4. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 
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F. URUSAN KEWILAYAHAN 

1. Kecamatan Brondong 

2. Kecamatan Paciran 

3. Kecamatan Sukorame 

4. Kecamatan Sarirejo 

5. Kecamatan Sekaran 

6. Kecamatan Laren 

7. Kecamatan Kedungpring 

8. Kecamatan Sambeng 

9. Kecamatan Karanggeneng 

10. Kecamatan Ngimbang 

11. Kecamatan Glagah 

12. Kecamatan Karangbinangun 

13. Kecamatan Bluluk 

14. Kecamatan Modo 

15. Kecamatan Mantup 

16. Kecamatan Kembangbahu 

17. Kecamatan Kalitengah 

18. Kecamatan Deket  

19. Kecamatan Tikung 

20. Kecamatan Sukodadi 

21. Kecamatan Pucuk 

22. Kecamatan Turi 

23. Kecamatan Maduran 

24. Kecamatan Solokuro 

25. Kecamatan Babat 

26. Kecamatan Lamongan 

27. Kecamatan Sugio 

 

5.1 Program dan Kegiatan Prioritas 

Dengan mempertimbangan keterbatasan kapasitas fiskal maka 

tema pembangunan tahunan perlu diarahkan dengan dalam prioritas-

prioritas tertentu. Menetapkan prioritas pada tahun tertentu bukan 
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berarti urusan lain yang tidak menjadi prioritas tidak dikerjakan. 

Muatan prioritas ini paling tidak tercermin dalam afirmasi alokasi 

anggaran, dan banyak atau sedikitnya kegiatan. 

Kategori prioritas perlu dibedakan didasarkan pertimbangan 

mandatori urusannya. Hal-hal yang berkaitan dengan Pendidikan, 

Kesehatan dan Ketentraman Umum senantiasan menjadi prioritas 

sepanjang tahun. Ini dapat disebut sebagai prioritas wajib. Sehingga 

prioritas yang bersifat tematik diarahkan untuk menjawab skenario 

pencapaian Visi-Misi Kepala Daerah. Ini dapat disebut sebagai Prioritas 

Utama. Prioritas utama berkaitan dengan penguatan perekonomian, 

kesejahteraan sosial dan pengembangan infratruktur. Kaidah yang 

perlu diperhatikan adalah tema dan prioritas pembangunan harus bisa 

dituntaskan pada tahun berkenaan, sehingga tahun-tahun berikutnya 

berfokus pada tahapan prioritas selanjutnya, tanpa harus berfikir 

menyelesaikan prioritas tahun sebelumnya yang belum selesai. 

 Penetapan program dan kegiatan prioritas didasarkan melalui 

harmonisasi dan keselarasan RPN, RPD Provinsi Jawa Timur, RPJMD 

Kabupaten Lamongan tahun 2021-2026 yang diharapkan dapat 

memacu tercapainya target kinerja utama di tahun 2025 dan 

mendukung pencapaian target prioritas nasional maupun propinsi. 

Program dan kegiatan prioritas RKPD tahun 2025 yang mendukung 

prioritas pembangunan Kabupaten Lamongan, sebagaimana berikut : 
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Tabel 5.1 Program Prioritas Pembangunan Daerah 

 

No. Urusan 
Pemerintahan 

Permasalahan Isu Strategis Prioritas 
Pembangunan 

Daerah 

Program Prioritas 
Pembangunan Daerah 

1. 
 

 

Pendidikan Meningkatnya angka 
putus sekolah dijenjang 

SMP                         

Pentingnya 
akselerasi kualitas 

Layanan 
Pendidikan bagi 
Masyarakat 

Pendidikan 
Berkualitas dan 

Gratis Bagi 
Masyarakat Kurang 
Sejahtera 

(PERINTIS) 
Beasiswa 

Pendidikan Sampai 
S2 Beasiswa Bagi 

Hafidz 
Pembangunan dan 
peningkatan 

Sarana dan 
Prasarana 

Pendidikan 
Kabupaten 

Lamongan 
Penyediaan sarana 
dan prasarana 

permukiman 
Kabupaten 

Lamongan 

Program Pengelolaan 
Pendidikan 

Penurunan angka melek 

huruf Kabupaten 
Lamongan 

PROGRAM 

PENGEMBANGAN 
KURIKULUM 

Masih rendahnya angka 

rata-rata lama sekolah 
usia 

PROGRAM PENDIDIK 

DAN TENAGA 
KEPENDIDIKAN 
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No. Urusan 
Pemerintahan 

Permasalahan Isu Strategis Prioritas 
Pembangunan 

Daerah 

Program Prioritas 
Pembangunan Daerah 

2. Kesehatan Perlunya penanganan 

stunting dan penurunan 
Angka Kematian Balita 

dan Ibu 

Perlunya 

mengakselerasi 
kualitas layanan 

Kesehatan bagi 
Masyarakat 
 

 
 

Lamongan Sehat PROGRAM PEMENUHAN 

UPAYA KESEHATAN 
PERORANGAN DAN 

UPAYA KESEHATAN 
MASYARAKAT 

Belum maksimalnya 
Bayi Berat Badan Lahir 

Rendah (BBLR)yang 
mendapatkan 

penanganan kesehatan 

PROGRAM PENINGKATAN 
KAPASITAS SUMBER 

DAYA MANUSIA 
KESEHATAN 

3. Pekerjaan 
Umum dan 
Penataan Ruang 

Masih kurangnya 
kualitas infrastruktur 
jalan dalam kondisi baik 

karena meningkatnya 
jalan yang tidak 

beraspal 

Pentingnya 
akselerasi 
pembangunan 

infrastruktur yang 
mendorong 

peningkatan 
aktivitas ekonomi 

Jalan Mulus 
Lamongan (Jamula) 
yakni program 

pembangunan 
infrastruktur jalan, 

penanganan 
dan pengendalian 

banjir serta 
ketersedian sumber 
air baku untuk 

masyarakat 

PROGRAM 
PENYELENGGARAAN 
JALAN 

Belum optimalnya 
sistem drainase dan 

utilitas secara 
terpadudan 
berkelanjutan 

PROGRAM 
PENGELOLAAN SUMBER 

DAYA AIR (SDA) 

4. Perumahan 

Rakyat dan 
Kawasan 

Permukiman 

Belum optimalnya 

rumah tangga layak 
huni dengan 

cakupanlayanan rumah 
layak huni bagi rumah 
tangga miskin 

Belum optimalnya 

dukungan sarana 
dan prasarana 

pengelolaan 
lingkungan 

Jalan Mulus 

Lamongan (Jamula) 
yakni program 

pembangunan 
infrastruktur jalan, 
penanganan 

PROGRAM 

PENGEMBANGAN 
PERUMAHAN 
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No. Urusan 
Pemerintahan 

Permasalahan Isu Strategis Prioritas 
Pembangunan 

Daerah 

Program Prioritas 
Pembangunan Daerah 

Belum optimalnya 

rumah tangga 
bersanitasi 

dan pengendalian 

banjir serta 
ketersedian sumber 

air baku untuk 
masyarakat 

PROGRAM PENINGKATAN 

PRASARANA, SARANA 
DAN UTILITAS UMUM 

(PSU) 

Masih rendahnya rumah 
tangga pengguna air 
bersih 

PROGRAM PENATAAN 
BANGUNAN DAN 
LINGKUNGANNYA 

5. Kepemudaan 

dan Olahraga 

Menurunnya partisipasi 

pemuda dalam 
organisasi social 

kemasyarakatan 

Mengoptimalkan 

Lembaga 
Kepemudaan dan 

Lembaga 
Keolahragaan 

Pemuda dan 

Olahraga 

PROGRAM 

PENGEMBANGAN 
KAPASITAS DAYA SAING 

KEPEMUDAAN 

Masih rendahnya 
persentase atlet 
berprestasi 

PROGRAM 
PENGEMBANGAN 
KAPASITAS DAYA SAING 

KEOLAHRAGAAN 

6. Penanaman 
Modal 

penurunan realisasi 
investasi di Kabupaten 

Peningkatan 
kualitas 

pelaksanaan 
promosi investasi 

Kemudahan dan 
Ketepatan Waktu 

Pelayanan Perizinan 

 

7. Koperasi dan 
UKM 

Menurunnya persentase 
Usaha Mikro dan Kecil 

Tingginya potensi 
peningkatan 

pertumbuhan 
ekonomi melalui 

akselerasi 
kontribusi sektor 

pertanian, 
perdagangan, 

Gerakan Membeli 
Produk Lamongan 

PROGRAM 
PENGEMBANGAN UMKM 
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No. Urusan 
Pemerintahan 

Permasalahan Isu Strategis Prioritas 
Pembangunan 

Daerah 

Program Prioritas 
Pembangunan Daerah 

Industri, UMKM 

dan Pariwisata 

8. Administrasi 
Kependudukan 

dan Pencatatan 
Sipil 

Rendahnya persentase 
penduduk berakte 

kematian 

Belum Optimalnya 
Sarana dan 

Prasarana 
pendukung 
pelayanan 

Integrasi Layanan 
Kependudukan 

PROGRAM PENCATATAN 
SIPIL 

Menurunya persentase 

validasi database 
kependudukan 

PROGRAM 

PENDAFTARAN 
PENDUDUK 

9. Ketenagakerjaan Belum maksimalnya 

pekerja/buruh yang 
mendapat perlindungan 

ketenagakerjaan 

Penerapan dan 

penegakan hokum 
norma 

ketenagakerjaan 
belum optimal 

Perluasan dan 

Penempatan Tenaga 
Kerja 

PROGRAM 

PERENCANAAN TENAGA 
KERJA 

10. Pangan Pola konsumsi pangan 
belum B2SA (Beragam, 

bergizi, seimbang dan 
aman) 

Tingkat kehilangan 
hasil (losses) yang 

masih cukup tinggi 
dan masih 

rendahnya daya 
saing produk-
produk pertanian 

terhadap produk 
impor; 

Lumbung Pangan 
Lamongan, yakni 

program untuk 
pengembangan 

sektor pertanian 

PROGRAM PENINGKATAN 
DIVERSIFIKASI DAN 

KETAHANAN PANGAN 
MASYARAKAT 

Pemanfaatan 

pekarangan belum 
optimal dalam rangka 
mendukung 

ketersediaan dan 
Lumbung pangan belum 

berfungsi dan dikelola 
secara optimal. 

PROGRAM 

PENGELOLAAN SUMBER 
DAYA EKONOMI UNTUK 
KEDAULATAN DAN 

KEMANDIRIAN PANGAN 

11. Pemberdayaan 
Perempuan dan 

Kurangnya perempuan 
dan anak korban 

kekerasan yang 

Pentingnya 
pendidikan 

karakter sejak dini 

peningkatan peran 
perempuan dalam 

pembangunan: 

PROGRAM 
PERLINDUNGAN 

PEREMPUAN 
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No. Urusan 
Pemerintahan 

Permasalahan Isu Strategis Prioritas 
Pembangunan 

Daerah 

Program Prioritas 
Pembangunan Daerah 

Perlindungan 

Anak 

mendapatkan layanan 

kesehatan oleh tenaga 
kesehatan terlatih di 

Puskesmas mampu 
tatalaksana KtP/A dan 
PPT/PKT di Rumah 

Sakit 

dalam rangka 

menguatkan 
pemahaman nilai-

nilai sosial dan 
keagamaan 

Peningkatan upaya 

perlindungan anak 

Menurunnya persentase 
perempuan dan anak 

korban kekerasan yang 
mendapatkan 

penanganan pengaduan 
oleh petugas terlatih di 
dalam unit pelayanan 

terpadu 

Pentingnya 
meningkatkan 

pemberdayaan dan 
perlindungan 

untuk kelompok 
perempuan, anak, 
serta kelompok 

penyandang 
disabilitas 

 PROGRAM PEMENUHAN 
HAK ANAK (PHA) 

12. Pengendalian 

Penduduk dan 
Keluarga 
Berencana 

Masih rendahnya 

prevelensi peserta KB 
aktif 

Angka TFR yang 

cenderung naik 

Peningkatan 

partisipasi 
masyarakat dalam 
Keluarga Berencana 

PROGRAM 

PENGENDALIAN 
PENDUDUK 

Belum optimalnya rasio 
petugas lapangan 

KB/PKB 

PROGRAM PEMBINAAN 
KELUARGA BERENCANA 

(KB) 

13. Perhubungan Masih rendahnya rasio 
sarana dan prasarana 

perhubungan yang ada 
dalam kondisi baik 

Mengoptimalkan 
perencanaan dan 

penanganan moda 
transportasi 
massal; 

Mengoptimalkan 

peningkatan 
konektivitas melalui 

optimalisasi 
manajemen 
rekayasa lalu lintas 

PROGRAM 
PENYELENGGARAAN 

LALU LINTAS DAN 
ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 

Menurunya persentase 
layanan angkutan darat 

 



 

 
 

 

Perubahan RKPD Kabupaten Lamongan Tahun 2025 

Bab V - 12 

 

No. Urusan 
Pemerintahan 

Permasalahan Isu Strategis Prioritas 
Pembangunan 

Daerah 

Program Prioritas 
Pembangunan Daerah 

perencanaan dan 

penanganan moda 
transportasi 

massal; 

14. Komunikasi dan 
Informatika 

Belum optimalnya 
aplikasi e-Government 
yang terintegrasi 

Peningkatan 
koordinasi serta 
sarana dan 

prasarana untuk 
peningkatan satu 

data 

Integrasi aplikasi 
penyelenggaraan 
pemerintahan dan 

pelayanan public 

PROGRAM INFORMASI 
DAN KOMUNIKASI 
PUBLIK 

Belum optimalnya 

Kelompok Informasi 
Masyarakat (KIM) yang 

mengaplikasikan TIK 
dalam aktivitasnya 

PROGRAM APLIKASI 

INFORMATIKA 

15. Kesatuan 
Bangsa dan 

Politik Dalam 
Negeri 

Jumlah personil tim 
monitoring 

Bakesbangpol masih 
kurang 

Peningkatan 
darana dan 

prasarana 
pengawasan 

oramas dan LSM 

Digitalisasi 
Pelayanan Publik 

PROGRAM PENGUATAN 
IDEOLOGI PANCASILA 

DAN KARAKTER 
KEBANGSAAN 

Belum optimalnya 

penerbitan Surat 
Keterangan Terdaftar 
(SKT) dan pengawasan 

Ormas dan LSM  

PROGRAM 

PEMBERDAYAAN DAN 
PENGAWASAN 
ORGANISASI 

KEMASYARAKATAN 

16. Perencanaan Penyesuaian 
Kepmendagri 050-5889 

Tahun 2021 

Besarnya tuntutan 
layanan publik 

yang Responsif dan 
Adaptif 

Digitalisasi 
Pelayanan Publik 

PROGRAM 
PERENCANAAN, 

PENGENDALIAN DAN 
EVALUASI 

PEMBANGUNAN DAERAH 

Belum efektifnya 

pengendalian dan 

PROGRAM KOORDINASI 

DAN SINKRONISASI 
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No. Urusan 
Pemerintahan 

Permasalahan Isu Strategis Prioritas 
Pembangunan 

Daerah 

Program Prioritas 
Pembangunan Daerah 

evaluasi 

kebijakan pembangunan 
daerah 

PERENCANAAN 

PEMBANGUNAN DAERAH 

Belum optimalnya 

pengelolaan dan 
pemanfaatan 
data pembangunan 

17. Keuangan  Besarnya tuntutan 

layanan publik 
yang Responsif dan 

Adaptif 

Digitalisasi 

Pelayanan Publik 

PROGRAM 

PENGELOLAAN 
KEUANGAN DAERAH 

Belom Optimalnya 
Penggunaan Aplikasi 
Aset (e-Aset), Hal ini 

dikarenakan belum 
tersedianya beberapa 

Modul yang dibutuhkan 
guna pengelolaan Aset 

yang baik 

Masih tingginya 
derajat 
ketergantungan 

bantuan dari 
pemerintah pusat 

dan provinsi 

PROGRAM 
PENGELOLAAN BARANG 
MILIK DAERAH 

18. Kepegawaian 

serta 
Pendidikan dan 

Pelatihan. 

Aplikasi Kepegawaian 

yaitu e-performance 
belum terintegrasi 

dengan sistem informasi 
layanan kepegawagaian 

lainnya 

Besarnya tuntutan 

layanan publik 
yang Responsif dan 

Adaptif 

Digitalisasi 

Pelayanan Publik 

PROGRAM 

PENGEMBANGAN 
SUMBER DAYA MANUSIA 

Belum menyusun 
kebijakan tentang Pola 

PROGRAM 
KEPEGAWAIAN DAERAH 
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No. Urusan 
Pemerintahan 

Permasalahan Isu Strategis Prioritas 
Pembangunan 

Daerah 

Program Prioritas 
Pembangunan Daerah 

Karir, Pengisian JPT dan 

Promosi Mutasi 

19. Penelitian dan 
Pengembangan 

Penelitian yang 
dilakukan belum 

mampu menjawab 
permasalahan dan 
memberikan solusi yang 

konkrit bagi 
pembangunan daerah 

Peningkatan 
penelitian terkait 

permsalahan dan 
isu strategis 
daerah 

Digitalisasi 
Pelayanan Publik 

PROGRAM PENELITIAN 
DAN PENGEMBANGAN 

DAERAH 

20. Inspektorat semakin kompleknya 

tuntutan kebutuhan 
pengawasan 

Besarnya tuntutan 

layanan publik 
yang Responsif dan 
Adaptif 

Digitalisasi 

Pelayanan Publik 

PROGRAM 

PENYELENGGARAAN 
PENGAWASAN 

Kurangnya SDM 
pengawasan Auditor 

baik kualitas maupun 
kuantitas mengingat 

luasnya jangkauan 
wilayah pengawasan 

dan banyaknya jumlah 
Obyek Pemeriksaan 
yang dilakukan oleh 

Inspektorat Kabupaten 

PROGRAM PERUMUSAN 
KEBIJAKAN, 

PENDAMPINGAN DAN 
ASISTENSI 

21. Pemberdayaan 
Masyarakat dan 

Desa 

Masih minimnya sarana 
prasarana untuk 

pembangunan desa 

Koordinasi yang 
intensif lintas 

bidang dan lintas 
sektoral.  

Digitalisasi 
Pelayanan 

Publik 
 

PROGRAM 
PEMBERDAYAAN 

LEMBAGA 
KEMASYARAKATAN, 
LEMBAGA ADAT DAN 
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No. Urusan 
Pemerintahan 

Permasalahan Isu Strategis Prioritas 
Pembangunan 

Daerah 

Program Prioritas 
Pembangunan Daerah 

MASYARAKAT HUKUM 

ADAT 

Aparatur pemerintahan 
desa masih sedikit yang 

memiliki kompetensi 
dalam pengelolaan 
penata usahaan 

keuangan desa. 

Meningkatkan 
kapasitas dan 

pengetahuan 
aparatur desa 
melalui pelatihan-

pelatihan. 

PROGRAM ADMINISTRASI 
PEMERINTAHAN DESA 

22. Sosial Data masyarakat miskin 
yang belum valid atau 

sesuai 

Perlunya 
penanganan 

kemiskinan 
terpadu melalui 
pendekatan 

pemberdayaan 
masyarakat dan 

memberikan 
jaminan 

perlindungan sosial 

Yakin Semua 
Sejahtera 

PROGRAM 
PEMBERDAYAAN SOSIAL 

Fasilitasi peningkatan 
pengetahuan dan 
keterampilan kepada 

tokoh masyarakat, LSM 
dan PMKS yang 

berpotensi melalui 
kegiatan pelatihan dan 

penyuluhan masih 
terbatas. 

PROGRAM 
PERLINDUNGAN DAN 
JAMINAN SOSIAL 

23. Kebudayaan Kurangnya daya minat 
generasi muda untuk 

mendalami dan 
mengapresiasi seni dan 

budaya khususnya 
terhadap seni dan 
budaya tradisional 

Masih rendahnya 
inovasi dalam 

pengembangan 
seni dan budaya 

daerah untuk 
mengangkat citra 
budaya daerah. Hal 

melestarikan cagar 
budaya sebagai 

peninggalan 
sejarah, objek 

penelitian dan 
pariwisata; 

PROGRAM 
PENGEMBANGAN 

KESENIAN TRADISIONAL 
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No. Urusan 
Pemerintahan 

Permasalahan Isu Strategis Prioritas 
Pembangunan 

Daerah 

Program Prioritas 
Pembangunan Daerah 

Belum terdata dan 

terlestarikannya situs, 
benda cagar budaya 

secara menyeluruh. 

ini disebabkan 

masih kurangnya 
apresiasi karya 

seni budaya 
daerah. 

PROGRAM 

PENGEMBANGAN 
KEBUDAYAAN 

24. Kearsipan Kurangnya kesadaran 
untuk melakukan 

pengarsipan baik 
bentuk fisik ataupun file 

Pengembangan 
Kearsipan secara 

online 

Digitalisasi 
Pelayanan 

Publik 

PROGRAM 
PENGELOLAAN ARSIP 

Kurangnya sarana 

prasarana kearsipan 

PROGRAM 

PERLINDUNGAN DAN 
PENYELAMATAN ARSIP 

25. Perpustakaan Digitalisasi 
Perpustakaan belum 

optimal karena sarana 
prasarana yang belum 

memadai. 

Pengembangan 
perpustakaan 

digital 

Peningkatan 
kelengkapan dan 

kualitas sarana 
prasarana 

perpustakaan 
umum daerah; 

PROGRAM PEMBINAAN 
PERPUSTAKAAN 

Tenaga perpustakaan 
belum maksimal dalam 
mewujudkan Literasi 

untuk kesejahteraan 
karena terbatasnya 

wawasan 

26. Ketentraman, 
Ketertiban dan 

Perlindungan 
Masyarakat 

Anomali cuaca yg tidak 
menentu 

mengakibatkan 
perubahan drastis pada 
ketinggian muka air 

Peningkatan 
sarana dan 

prasarana 
penanganan 
bencana 

Pengembangan 
sistem pengamanan 

lingkungan 
online; 

PROGRAM PENINGKATAN 
KETENTERAMAN DAN 

KETERTIBAN UMUM 
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No. Urusan 
Pemerintahan 

Permasalahan Isu Strategis Prioritas 
Pembangunan 

Daerah 

Program Prioritas 
Pembangunan Daerah 

bengawan solo yang 

naik turun sehingga 
menyebabkan bencana 

banjir yang tidak bisa 
diprediksi. 
 

Lemahnya kesadaran 

masyarakat di 
Lamongan tentang 

bahaya bencana alam 
baik itu banjir, puting 

beliung, kebakaran dan 
bencana lainnya. 

PROGRAM 

PENCEGAHAN, 
PENANGGULANGAN, 

PENYELAMATAN 
KEBAKARAN DAN 

PENYELAMATAN NON 
KEBAKARAN 

27. Kelautan dan 
Perikanan 

Belum optimalnya 
pengelolaan potensi 

perairan tangkap umum 
daratan 

Peningkatan 
Kesejahteraan 

masyarakat 
kelautan dan 

perikanan yang 
lamban 

Pengembangan 
Minapolitan 

(Pemberdayaan 
Kelompok Nelayan) 

PROGRAM 
PENGELOLAAN 

PERIKANAN TANGKAP 

Pembudidaya ikan 

masih tergantung pada 
penggunaan pupuk 
anorganik 

PROGRAM PENGAWASAN 

SUMBER DAYA 
KELAUTAN DAN 
PERIKANAN 

Belum luasnya pasar 

pemasaran produk hasil 
olahan perikanan 

Kabupaten Lamongan 

PROGRAM PENGOLAHAN 

DAN PEMASARAN HASIL 
PERIKANAN 

28. Pertanian Keterbatasan 
Ketersediaan air 

Tingginya potensi 
peningkatan 
pertumbuhan 

Pengembangan 
Agropolitan 

PROGRAM PENYEDIAAN 
DAN PENGEMBANGAN 
PRASARANA PERTANIAN 



 

 
 

 

Perubahan RKPD Kabupaten Lamongan Tahun 2025 

Bab V - 18 

 

No. Urusan 
Pemerintahan 

Permasalahan Isu Strategis Prioritas 
Pembangunan 

Daerah 

Program Prioritas 
Pembangunan Daerah 

terutama pada saat 

musim kemarau 

ekonomi melalui 

akselerasi 
kontribusi sektor 

pertanian, 
perdagangan, 
Industri, UMKM 

dan Pariwisata 

Pada saat ini sering 
terjadi cuaca/ musim 

yang sulit diprediksi, 
sehingga mempengaruhi 
musim tanam 

PROGRAM PENYEDIAAN 
DAN PENGEMBANGAN 

SARANA PERTANIAN 

Kesadaran masyarakat 

untuk melaporan 
kejadian penyakit masih 

rendah 

PROGRAM 

PENGENDALIAN 
KESEHATAN HEWAN DAN 

KESEHATAN 
MASYARAKAT 
VETERINER 

29. Pariwisata Pengembangan 

pariwisata berbasis 
ekonomi kreatif 

pelaksanaanya belum 
optimal 

Tingginya potensi 

peningkatan 
pertumbuhan 

ekonomi melalui 
akselerasi 

kontribusi sektor 
pertanian, 
perdagangan, 

Industri, UMKM 
dan Pariwisata 

Pariwisata Rama 

dan Terintegrasi 
(Ramasinta) yakni 

program 
pengembangan 

untuk sektor 
Pariwisata 

PROGRAM PENINGKATAN 

DAYA TARIK DESTINASI 
PARIWISATA 

Masih kurangnya 
promosi informasi dan 

pemasaran daya tarik 
wisata yang ada di 

Kabupaten Lamongan 

PROGRAM 
PENGEMBANGAN 

SUMBER DAYA 
PARIWISATA DAN 

EKONOMI KREATIF 

30. Industri Terbatasnya 
pengetahuan para 

tentang pemanfaatan 
pemasaran digital oleh 
pelaku IKM 

Tingginya potensi 
peningkatan 

pertumbuhan 
ekonomi melalui 
akselerasi 

Young 
Enterpreneur 

Succes 
(YES) 

PROGRAM PENGGUNAAN 
DAN PEMASARAN 

PRODUK DALAM NEGERI 
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No. Urusan 
Pemerintahan 

Permasalahan Isu Strategis Prioritas 
Pembangunan 

Daerah 

Program Prioritas 
Pembangunan Daerah 

Rendahnya 

pengetahuan manajerial 
dalam pengelolaan 

usaha, baik keuangan 
maupun pemasarannya 

kontribusi sektor 

pertanian, 
perdagangan, 

Industri, UMKM 
dan Pariwisata 

PROGRAM 

PERENCANAAN DAN 
PEMBANGUNAN 

INDUSTRI 

31. Perdagangan Tingkat kesadaran para 
pedagang dipasar 

terhadap tata tertib 
menempati lapak, 

sehingga pasar masih 
sangat semrawut 

meskipun kondisi pasar 
sudah diperbaiki. 

Tingginya potensi 
peningkatan 

pertumbuhan 
ekonomi melalui 

akselerasi 
kontribusi sektor 

pertanian, 
perdagangan, 
Industri, UMKM 

dan Pariwisata 

Fasilitasi 
Pengembangan 

UMKM 

PROGRAM PENINGKATAN 
SARANA DISTRIBUSI 

PERDAGANGAN 

Pembinaan PKL telah 
dilaksanakan baik 

manajemen maupun 
penyediaan sarana, 

akan tetapi dengan 
menjamurnya PKL yang 
tumbuh dan 

berkembang 
mengakibatkan mereka 

menempati lokasi yang 
tidak diperbolehkan 

untuk berjualan, 
sehingga sangat 
kesulitan untuk 

membinanya. 

PROGRAM STABILISASI 
HARGA BARANG 

KEBUTUHAN POKOK DAN 
BARANG PENTING 
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No. Urusan 
Pemerintahan 

Permasalahan Isu Strategis Prioritas 
Pembangunan 

Daerah 

Program Prioritas 
Pembangunan Daerah 

32. Pertanahan Kurang optimalnya 

tanah yang memiliki 
sertifikat, sehingga 

dapat menimbulkan 
potensi konflik 
pertanahan. 

Pemanfaatn 

Teknologi dalam 
pelayanan ijin 

pertanahan 

Digitalisasi 

Pelayanan 
Publik 

PROGRAM 

PENYELESAIAN 
SENGKETA TANAH 

GARAPAN 

33. Kecamatan Dengan ditetapkannya 

Kecamatan menjadi 
OPD sangat dibutuhkan 

Personil sebagai 
pelaksana teknis yang 

cukup dan 
berkompetensi. 

Peningkatan 

koordinasi 
penyelenggaraan 

pemerintahan di 
kecamatan dan 

kelurahan 

Digitalisasi 

Pelayanan 
Publik 

PROGRAM 

PENYELENGGARAAN 
PEMERINTAHAN DAN 

PELAYANAN PUBLIK 

Kurangnya koordinasi 
terhadap masyarakat 

dalam bidang 
pengendalian 

pencemaran dan 
perusakan lingkungan 
sehingga masyarakat 

belum menyadarai 
tentang kebersihan 

lingkungan. 

PROGRAM PEMBINAAN 
DAN PENGAWASAN 

PEMERINTAHAN DESA 

Dalam penyusunan dan 
pelaksanaan APBD Desa 

masih ada 
permasalahan dalam 
pelaksanaan 

PROGRAM 
PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT DESA DAN 
KELURAHAN 
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No. Urusan 
Pemerintahan 

Permasalahan Isu Strategis Prioritas 
Pembangunan 

Daerah 

Program Prioritas 
Pembangunan Daerah 

kegiatannya yang 

diakibatkan kurang 
kesadaraan dan 

pemahaman terhadap 
aturan. 
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5.2  Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pendanaan 

Uraian Rencana Program dan Kegiatan yang disajikan dalam Bab V 

ini adalah memuat rincian program dan kegiatan prioritas yang akan 

didanai oleh APBD Kabupaten Lamongan Tahun 2025. Adapaun rincian 

program dan kegiatan tiap Perangkat Daerah sebagai berikut : 
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BAB  VI 

P E N U T U P 

 

Perubahan RKPD Kabupaten Lamongan tahun 2025 disusun 

untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, 

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang menjabarkan 

kebijakan yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Lamongan 

Tahun 2021 - 2026  dilaksanakan melalui program dan kegiatan. 

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 

merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang memuat 

perubahan kerangka ekonomi daerah, pergeseran pagu kegiatan antar 

Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru, 

penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta 

perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.   

Perubahan RKPD Kabupaten Lamongan 2025 menjadi instrument 

untuk evaluasi kinerja penyelenggaran pemerintah daerah, terutama 

berkaitan dengan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan 

daerah. Dalam pelaksanaannya mempertimbangkan seluruh potensi 

dan pemberdayaan yang tersedia baik dari pemerintah, pemerintah 

daerah, swasta maupun masyarakat melalui sinkronisasi dan sinergitas 

guna pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan secara menyeluruh. 

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan 

tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan 

semua pihak yang terkait, maka perlu dirumuskan kaidah-kaidah 

pelaksanaan sebagai berikut : 

1. Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagai acuan penyusunan 

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD), berupa 

program/kegiatan PD dan/atau lintas PD; 
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